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ABSTRAK

Kedudukan dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimé&iogyakarta
(Studi Perbandingan UU No. 22/99, UU No. 32/04 d#n No. 13/12). Penulis
mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan mengesduidikkan dan
tanggungjawab kepala daerah dalam hal ini GuberBlY. Perihal pengkajian
ini didasarkan pada 3 (tiga) UU tentang pemerintahdaerah, yang salah
satunya secara spesifik berlaku untuk DIY (UU NA2B Tujuan utama
penelitian ini yaitu untuk mengetahui kejelasan gesrai kedudukan beserta
tanggungjawab yang diemban/melekat kepada Gubeif, agar adanya
kepastian posisi kepala daerah DIY yang memililbtsstimewa berbeda dengan
daerah-daerah lain di Indonesia. Serta untuk mejujg tinggi nilai-nilai lokal
yang terkandung dalam keaslian daerah yang disskaa dengan proses
demokratisasi bagi bangsa Indonesia secara keskeéuru

Metode penelitian ini didasarkan pada penggabunganelitian normatif
dengan pendekataperundangundangan (statue approach) dengan mengkaji
Undang-Undang, selanjutnya menggunakan penelittaidis-sosiologis. Sumber
data, sekala primer yakni peraturan yang berlakundbeberapa literatur
akademis berbentuk buku, jurnal, dan makalah yasrfait khususnya yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengara tkajian kedudukan
dan tanggung-jawab Gubernur DIY. Sekala sekundiaktiketinggalan dengan
cara wawancara dengan instansi terkait, yaitu DPRIDY, pakar / ahli yang
konsern dibidang pemerintahan daerah. Sekala tersebih bersumber pada
media elektronik dan cetak yang terkait.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa, Gubernur DIvhemiliki
kewenangan yang diatur oleh peraturan perundangangdn, dengan demikian
ada kelebihan yang bersifat istimewa namun jugdupdiketahui ada batasan-
batasan yang mana tidak serta-merta Gubernur DIYamamemimpin daerah
bersifat otoritatif (sewenang-wenang), misalnyak#dr pertanggungjawabannya
harus pula diperhatikan, sebab meski Gubernur dhpihelalui penetapan bukan
jalur pemilihan umum daerah, Gubernur dalam hal aagkebijakan yang
diambil dalam memimpin DIY harus pula dipertanggam@bkan sebagai
konsekuensi logis dari sebuah pemerintahan yangokeatis dan menjunjung
tinggi nilai-nilai hukum Indonesia secara utuh.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini bahwa kedudonk&ultan yang
bertahta sebagai raja memiliki kedudukan yang dikaa dan dilindungi oleh
Undang-Undang sebagai Gubernur melalui “Penetapar8edangkan untuk
pertanggungjawabannya cenderung sama dengan Piovas yang tidak
memiliki Previllege atau Keistimewaan, yang mandasesnya mengingat
berbagai Keistimewaan yang diberikan Undang-Undakgpada Daerah
Istimewah Yogyakarta, maka secara otomatis pertanggwabannya-pun harus
berbeda dengan Provinsi yang lain di Indonesia gamenjamin terlaksananya
demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci :
Kedudukan, Pertanggungjawaban, Kepala Daerah

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang Pésham Daerah
membuat peranan Kepala Daerah sangat strategign&kaKepala Daerah
merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan b@@gunan nasional.
Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam mensukseskarbgmgunan daerah
berimplikasi pada kaedah atau berkurangnya kinedan efektivitas
penyelenggaraan pembangunan nasional.  Sedangkiam daal pendekatan
pelayanan, Kepala Daerah juga merupakan komponeategts dalam
mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkuabtak pelayanan internal
dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepadgarakat. Kepemimpinan
Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategdengarkan, merasakan,
menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi,utant dan kepentingan
masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan takualalam upaya
mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kelaiduserta kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Daerah provinsi di samping berstatus sebagai dasoatom juga sebagai
daerah administratif. Status ini berimplikasi tefya kedudukan rangkap/ganda
seorang Kepala Daerah. Dalam kedudukannya sebagaatd otonom, provinsi
mempunyai kewenangan di bidang yang berbeda dekeg@ka berkedudukan

sebagai daerah administrasi. Kedudukan rangkap |Kepg2aerah serta

! J. Kaloh ,Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Pkrl&epala Daerah,
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerdl. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.,sim.



perannya/kewenangan di era otonomi daerah ini ragaupsalah satu hal yang
berbeda dengan kedudukan serta peran/kewenangaradiJndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974,

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undaogndd 32 Tahun
2004 ditentukan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepalerah dipilih secara
langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tatanyaralitetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Di samping itu Gubesgbagai Kepala Daerah
Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintallaerah dalam pengertian untuk
menjembatani dan memperpendek rentang kendali glakn tugas dan fungsi
pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasammadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strataripgahan kabupaten dan
kota.

Ada satu warna baru dalam penyelenggaraan penfamtalaerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dadangi-Undang
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20@tu ketentuan
mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dikatakana baru, karena di
dalam sistem pemerintahan daerah yang lama, kategaang mengatur mengenai
hal itu tidak mencerminkan prinsip-prinsip demoksamng sesungguhnya. Sistem
lama sebagaimana dikandung dalam Undang-Undang N&mdahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menatapkDalam menjalankan
hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan Daerapal&eDaerah menurut
hirarki bertanggung jawab kepada Presiden melakntieti Dalam Negeri” (Pasal

22 ayat (2)). Sedangkan kepada DPRD, Kepala Ddmndiewajiban memberikan

2 Ryaas RasyidPerspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi Atau efalisme
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,him. 81-82.



“keterangan pertanggungjawaban” sekurang-kurange¥ali setahun, atau jika
dipandang perlu olehnya (ayat (3)).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 ayat 1 Undadgng Nomor 22
Tahun 1999, pertanggungjawaban Kepala Daerah ntidigas macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggdedam hal ini
menyangkut kebijakan pemerintahan dan keuangan

2. Pertanggungjawaban dalam hal tertentu atas peramm&RD

3. Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan Kejp&iab.

Dalam implementasinya, diantara ketiga macam pggiamgjawaban itu,
ketentuan yang mewajibkan Kepala Daerah bertanggpvngb kepada DPRD di
setiap akhir tahun anggaran, telah ditafsirkan dgakbeda oleh para anggota
DPRD melalui fraksinya. Perbedaan tafsir atau pemam ini muncul baik di
sesama anggota DPRD satu daerah (internal DPRDpunaantar daerah yang
satu dengan lainnya (eksternal). Hal ini tidakejeals dari adanya latar belakang
kepentingan-kepentingan tertentu, baik yang bergdaitif maupun negatif. Oleh
beberapa anggota DPRD, Pasal 45 ayat (1) benar-dgadikan senjata ampuh
yang bisa digunakan untuk menekan Kepala Daerahingga tidaklah
mengherankan, jika sidang pleno DPRD yang digelatuku membahas
pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah, bangakadanya telah dijadikan
ajang perdebatan yang ramai untuk “menerima” ataenblak” yang berlatar
belakang “mendukung” atau “menjatuhkan” Kepala BRhesebelum berakhir
masa jabatannya.

Didalam kontruksi ilmu pemerintahan pengertian geggungjawaban

Kepala Daerah disebut dengan (LPJ), yang disampgi&da akhir masa jabatan

¥ Bambang YudoyonoOtonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur Pemda dan Anggota DPRPBustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, him. 81



Kepala Daerah atau paling sedikit setahun sek&inse masa dinas jabatanya.
Perkembangan pengertian laporan pertanggungjawab@@mpunyai pengertian
yang berbeda sesuai dengan model pengakatan Kepatah misalnya di dalam
UU No.22 Tahun 1999 disebut dengan laporan pertamgjgwaban kepala
Daerah sedangkan di UU No. 32 Tahun 2004 pertargggwaban kepala Daerah
dimaknai sebagi Laporan keterangan pertanggunggwétkKPJ)* Dalam pasal
ini pula dijelaskan kewajiban baru dalam Undang-&hg No.32 Tahun 2004
yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sebelumaita kewajiban Kepala
daerah untuk menginformasikan laporan penyelenggapemerintahan daerah
kepada masyarakat. Laporan inilah yang menjadirdasaerintah melakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sdimgan pembinaan lebih
lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kenyataan historis yang diakui oleh Undang-undamgad 1945 bahwa
keberadaan Daerah Istimewa itu telah ada dan nkenbkrbagai hak dan
wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusarripgghan. Secara teoritis
dapat dijumpai adanya dua jenis hak, yaitu hak ydmgiliki berdasarkan
pemberian pemerintah dan hak yang telah dimilijgkseemula (hak yang bersifat
autochtoom atau hak yang dimilikinya sebelum daerah itu mpekan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesidak asal-usul yang bersifat autochtoon itu
bisa bermacam-macam, diantaranya berupa hak uné&mgatur dan mengurus
urusan pemerintahan tertentu, bisa berupa hak umb@mberikan beban
kewajiban tertentu kepada masyarakat dan dapat pelapa hak untuk

menentukan sendiri cara pengangkatan dan pembiaméhinpinan Daerah yang

* Pasal 27 Ayat (2) angka (1)
® Sujamto,Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik hedia,Bina Aksara
Jakarta, 1988, him12-13



mana ini merupakan perwujudan hak asal-usul yargjmdimiliki oleh Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2012 menjetaska
pengintegrasian Kasultanan Ngayogyokarto Hadintrdma Pakualaman kedalam
susunan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakartaalmelpemberian
wewenang beserta implikasi-implikasi yang terdagah melekat didalamnya
kepada paduka Sri Sultan Hamengku Buwono dan SlikgaPakualam sebagai
kesatuan politik. Penetapan keduanya sebagai Gubelen Wakil Gubernur
tanpa melalui pemilihan menjadikan suatu kekhusi&agyakarta dalam bidang
politik di Indonesia.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dewasanm@rmtah daerah
dituntut menerapkan prinsip-prinsgpod governanceintuk terciptanya prinsip
akuntabilitas gccountability,transparansitfansparency, dan prinsip penegakan
hukum dalam bidang penyelenggaraan pemerintahaald&premacy of layv
Pada satu sisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 20H8 yaengatur tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberiksuatu landasan
legitimasi bagi Sri Sultan Hamengkubowono dan Swldka Pakualam sebagai
kesatuan politik sebagai Gubernur dan Wakil GuhemtuDaerah Istimewa
Yogyakarta melalui proses penetapan. Akan tetagisdyang lain, penetapan ini
pula menimbulkan problematika yang secara tidagdang memaksa Gubernur
dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untukelakukan
pertanggungjawaban lebih jika dibandingkan dengabe@ur di propinsi lain
terhadap kepercayaan rakyat yang menetapkan messt@gai pucuk
pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta gunagimadariabuse of power

yang biasa terjadi ketika kepercayaan kepada psagsadah diberikan secara



penuh oleh rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimanay ydincapkan oleh KC
Wheare mengenai kekuasaan bahwa kekuasaan yamikalibkepada seseorang
itu cendrung disalahgunakan, sehingga diperlukanigahan kekuasaan untuk
mengawasi kekuasaan tersebut.

Secara posisi politik di tingkat nasional khususriyaerah Istimewa
Yogyakarta ini merupakan suatu hal yang istimewgi Baorang yang bergelar
raja atau sultan di Daerah Istimewa Yogyakartarkatanpa harus mengeluarkan
biaya politik yang tidak sedikit seorang raja asaltan dapat menduduki kursi
jabatan sebagai seorang Kepala Daerah atau Gubsegara otomatis karena
kehendak rakyatnya. Akan tetapi pada sisi yangdalon Gubernur atau Wakil
Gubernur mempunyai syarat bukan merupakan anggotai politik.”

Hal ini berarti menutup kemungkinan Sultan dan AdiPakualam untuk
menduduki posisi politik yang lain dalam pemeriatah Kondisi lain yang
memberikan satu pembeda terhadap posisi Raja diltkaan Ngayogyakarta
Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di kasult®Ngayogyakarta Hadiningrat
dan Kadipaten Pakualaman sebagai Gubernur dan \@akiernur DIY dalam
kedudukannya sebagai kepala daerah yang dipilialmepenetapan adalah
bahwa Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta seléagiaeérnur dan Adipati
Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernaiktidrikat ketentuan 2 (dua)
kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatamdandang-undang tentang

pemerintahan daer&h.

® KC. WheareKonstitusi-Konstitusi Modermyusa Media, Bandung, 2011., him. 23.

" Hak keistimewaan Gubernur dan Wakil Gubernur tisad&lalui Pemilihan Umum
melainkan Melalui Penetapan, akan tetapi disisingh terdapat larangan bagi keduanya menjadi
anggota partai politik aktif dalam persyaratan radnfsubernur dan Wakil Gubernur. Lihat Pasal
18 ayat (1) hruf “n” yang berbunyi :"bukan sebagaggota partai politik”.

8 pasal 25 Ayat (2) UU NO.13 tahun 2012



TABEL |

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahe®, 1$hdang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang NomorahBiT 2012, Berkaitan

dengan Pertanggungjawaban Kepala Dagrah.

M engenai UU. No. 22 Tahun UU No. 32 tahun
No Ho 1999 004 UU No. 13 Tahun 2012
1 Bentuk Terdiri atas DPRD Pemerintahan daerah Pemerintahan Daerah
Pemerintahan| sebagai badan adalah penyelenggarpalstimewa Yogyakarta
Daerah. legislatif daerah dan | urusan pemerintahan selanjutnya disebut DIY,
pemerintah daerah | oleh pemerintah adalah daerah yang
sebagai badan daerah dan DPRD | memiliki kedudukan
eksekutif (Pasal 14 | menurut asas otonomihukum berkeistimewaan
ayat 1). Pemerintah | dan tugas yang dimiliki
daerah terdiri atas pembantuan dengan| berdasarkan sejarah dan
kepala daerah dan | prinsip otonomi hak asal-usul menurut
perangkat daerah. seluas-luasnya UUD NRI 1945. DIY
Kepala daerah dengan sistem dan | merupakan daerah
provinsi disebut prinsip NKRI istimewa pada tataran
Gubernur, kepala sebagaimana daerah tingkat |
daerah kabupaten dimaksud dalam (Provinsi) yang berbeda
disebut Bupati dan | UUD 1945 Pasal 1 | dengan daerah lain di
kepala daerah kota | ayat 2. Pemerintah | Indonesia. Gubernur /
disebut Walikota. daerah adalah Wakil Gubernur DIY
Gubernur, Bupati, harus Sultan Hamengku
atau Walikota, dan | Buwono dan Adipati
perangkat daerah Paku Alam. DPRD DIY
sebagai unsur sebagai mitra dalam
penyelenggaraan membuat Perda dan
pemerintahan daeral Perdais. (Pasal, 1, 8, 9,
(pasal 1 ayat 3). 17 dan 36-38).
2 Pemilihan | Untuk Kepala Daerah dan | Untuk tingkat Provinsi
Kepala Daerahy Gubernur/Wakil Wakil Kepala Daerah DIY tidak ada pemilihan
Gubernur, dipilih dalam satu Kepala Daerah,
Bupati/Wakil Bupati, | pasangan calon yang melainkan penetapan
Walikota/Wakil dilaksanakan secara | melalui usulan panitia
Walikota dicalonkan | demokratis kasultanan dan kadipate
dan dipilih oleh berdasarkan asas (Pasal 19) dan kemudian

DPRD dan disahkan
oleh Presiden atau
pejabat lain yang
ditunjuk (pasal 40
ayat 3 Jo. Pasal 42
ayat 1). Khusus untul
namanama calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur sebelum

dilakukan pemilihan

langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur,
dan adil (pasal 57
ayat 1). Pasangan
calon sebagaimana
pada ayat 1 diajukan
oleh partai politik
atau gabungan parta
politik (pasal 57 ayat

=)

diberikan putusan
penetapan oleh DPRD
Provinsi (Pasal 20-22).
Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur
dilakukan oleh Presiden
apabila berhalangan
dilakukan oleh Menteri.
Untuk tataran

2).

Kabupatten dan/atau

° Hasil kontemplasi Penulis dengan dikursif sebagimi, B.N. Marbun,Otonomi
Daerah 1945-2010 Proses dan Realitas; Perkembar@faia Sejak Zaman Kolonial sampai Saat
Ini, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 20110.62.



dikonsultasikan
dengan presiden
(pasal 38 ayat 1).

Kota dilakukan
pemilihan sesuai UU No
32 Tahun 2004.

Pertanggungja
waban Kepala
Daerah /
Kedudukan,
Tugas,
Wewenang,
Hak DPRD

Kepala Daerah
berada dibawah
DPRD, terbukti
Kepala Daerah
bertanggungjawab
kepada DPRD,
Kepala Daerah dipilih
dan ditetapkan oleh
DPRD dan disahkan
oleh Presiden. Dalani
menjalankan tugas
dan kewajiban
sebagai Kepala
Daerah Gubernur
bertanggungjawab
kepada DPRD
provinsi, dalam
kedudukannya
sebagai wakil
pemerintah Gubernut
berada dibawah dan
bertanggungjawab
kepada Presiden
(pasal 31 ayat 2 dan
4).

Pemerintah daerah
tidak
bertanggungjawab
kepada DPRD,

karena kepala daerah mengembangkan buday

dipilih secara
langsung oleh
pemilih didaerah
tersebut secara
demokratis.
Hubungan antara
pemerintah daerah
dengan DPRD
merupakan hubunga
kerja yang
kedudukannya setarg
dan bersifat
kemitraan.
Kedudukan yang
setara bermakna
bahwa diantara
lembaga
pemerintahan daerah
itu memiliki
kedudukan yang
sama dan sejajar,
artinya tidak saling
membawahi
(penjelasan umum
angka 4). DPRD
memiliki fungsi
legislasi, anggaran,
dan pengawasan
(pasal 41). Diantara
tugas dan wewenang
yang dipunyai oleh
DPRD disebutkan:
mengusulkan
pengangkatan dan
pemberhentian kepal
daerah/wakil kepala
daerah kepada
presiden melalui
menteri dalam negeri
bagi DPRD provinsi
dan kepada Menteri
Dalam Negeri bagi
DPRD
kabupaten/kota,
diminta laporan
keterangan
pertanggungjawaban
kepala daerah dalam

Tanggung jawab
Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY adalah
menjaga dan

penguatan nilai-nilai,
norma, adat istiadat dan
tradisi yang mengakar
dalam masyarakat DIY
(Pasal 5). Gubernur
sebagai wakil pemerinta
bertanggungjawab pada
Presiden (Pasal 12).

n Kemudian Gubernur
berkewajiban
menyampaikan laporan
penyelenggaraan
pemerintahan DIY
kepada pemerintah. Ser
penyampaikan laporan
keterangan pertanggung
jawaban tahunan dan
akhir masa jabatan
kepada DPRD DIY. Dan
menginformasikan
laporan penyelenggaraal
pemerintahan DIY dan
laporan keterangan
pertanggungjawaban
tahunan dan akhir masa
jabatan kepada
masyarakat DIY (Pasal
15). Perlu digaris bawah
disini betapa pentingnya
peran masyarakat DIY
sebagai tonggak utama
berjalannya
pemerintahan DIY.
Gubernur harus
abertanggungjawab penu
kepada masyarakat DIY
secara langsung, hal ini
menjadi ciri khas seoran
Raja yang adil dan
beradap harus
bertanggung-jawab apa-|
apa yang sudah
dilakukan dalam
kebijakan memimpin
pemerintahan DIY
kepada masyarakat DIY
secara keseluruhan.
Untuk tingkat Kabupater

penyelenggaraan

bl

=y

=]

dan/atau Kota di wilayah




pemerintahan daerah DIY,

(pasal 42). Pertanggungjawaban
Bupati dan/atau Walikota
berdasarkan UU No. 32
Tahun 2004.

Aturan mewajibkan setiap Kepala Daerah untuk me&dak atau membuat
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerinsaeagai bentuk tanggung
jawab kinerjanya selama menjabat sebagai KepalaabBaélal ini diatur baik
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22nTa889 dan juga yang
berlaku sekarang yaitu Undang-Undang No.32 tahi# 2Bukan tanpa maksud
kewajiban itu selain untuk mewujudkaood governancguga sebagaia bahan
dasar pemerintah untuk melakukan evaluasi penygéagn pemerintahan
daerah juga sebagai bahan pembinaan lebih languasedlengan peraturan
perundang-undangan.

Aturan ini salah satunya terkait dengan hak gubedan wakil gubernur
untuk menduduki jabatan yang sama dalam periotlenterapakah mereke layak
untuk maju dicalonkan lagi untuk menduduki jabay@mg sama sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang. Ketidak-terikatasa jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepadaraat masa jabatan
tersebut menjadi antiklimaks dalam pola kehidupardémokrasi yang secara
formal tidak menghendaki adanyatus quokepemimpinan pemerintahan di
Indonesia yang pernah mengalami trauma selamah® @ era orde baru yang
pernah berkuasa secara absolut.

Apabila kita melihat perbandingan kedudukan dagdangjawab Kepala
Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 TiahD04 disandingkan
dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaarn. Maka, kita dapat
melihat perbedaan yang sangat mencolok. UU No.92%/Imengatur tentang

kedudukan Kepala Daerah sebagai pemimpin daeraly ymsisi maupun
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kedudukannya diangkat dan dipilih oleh DPRD setémdal ini menandakan
betapa kuat posisi legislatif di daerah, artikaaderung berkonotasi kepadaal
heavy parlementer, mutatis-mutandis jika disandingkan dengan sistem
pemerintahan Indonesia sesuai UUD NRI 1945 yang garaut sistem
presidensial, maka ini menjadi anomali. Akan tetagsi positif yang dapat
diambil dari UU No. 22/1999 adalah menutup kram ateeminimalisir terjadinya
perbuatan dan penyalahgunaan wewenang oleh Kepsdaal) sehingga tidak
menimbulkan atau menciptakan Raja-Raja Kecil dirBlae

Berbeda halnya dalam UU No. 32 Tahun 2004, DPRiaga lembaga
legislatif di daerah tidak lagi dapat memilih Keppd&baerah, kecendrungawcal
heavy parlementetidak memiliki tempat lagi. Kepala Daerah dengaPRD di
suatu daerah tertentu memiliki derajat yang samalgs koordinasi kerja, serta
menciptakancheck in balancesKepala Daerah dipilih secara langsung melalui
pemilihan umum kepala daerah dicalonkan oleh pagalitik maupun
independentanpa partai politik) dan begitupun anggota legis{DPRD) dipilih
melalui pemilihan umum yang harus diusung olehapguolitik tertentu. DPRD
dapat melakukan hak angket untuk memberhentikaraldepaerah jika dinilai
melanggar hukum dengan rekomendasi putusan DPRIk tmeémberhentikan,
namun dengan syarat-syarat tertentu yang diatuandgleraturan perundang-
undangan yang belaku, artikata tidak secara lamgsiapat memberhentikan
Kepala Daerah. Kemudian, Kepala Daerah dalam hahimpin daerah harus
mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yanmlgiaselama memimpin

daerah baik setiap tahun anggaran maupun akhir mabkatannya.
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Pertanggungjawabannya kepada DPRD, Pemerintah lsgptala masyarakat di
daerah yang di pimpin.

Begitupun dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang keetaan DIY,
memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnyerihal kedudukan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tidak dipihtelalui pemilihan umum
Kepala Daerah. Melainkan ditetapkan melalui pang@ng dibentuk oleh
Kesultanan dan Kadipaten untuk memilih calon Gulbedan Wakil Gubernur
yang kemudian ditetapkan oleh DPRD Provinsi DIY ddiangkat dan/atau
dilantik oleh Presiden, jika berhalangan digantikéeh Menteri terkait. Biasanya
dan dapat dipastikan calon Gubernur dan Wakil Guiveadalah pemegang tahta
DIY, yakni Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Patam.

Mengenai pertanggungjawaban Gubernur sebagai Kdpatsah hanya
sebatas formalitas belaka, khususnya pertangguabpw kepada DPRD dan
Pemerintah. Namun, perlu digaris-bawahi disini, t&eggungjawaban Kepala
Daerah yang sesunggungnya adalah kepada masyérakaecara keseluruhan,
dengan amanat yang cukup besar untuk bertanggualgj@enuh melestarikan
dan mengembangkan tradisi budaya DIY, dan menjgnjimggi norma, nilai-
nilai hak asli yang tumbuh dan berada di wilayal DI

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik umhétakukan penelitian
tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah dalanmensisketatanegaraan
Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Raatean Daerah No.
22/99 yang pernah berlaku dan UU No. 32/04 yantpkersekarang di Indonesia

dengan cara melakukan studi komparasi masalahngguagjawaban Kepala
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Daerah menurut kedua peraturan perundang-undaegsebtit dengan Undang-
undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Ddstiatrewa Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalakbigr di atas, maka
permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan aebagkut :

1. Bagaimana kedudukan Kepala Daerah, Daerah Istim¥agyakarta
dalam sistem Pemerintahan Daerah menurut UU Noa®ii 1999, UU
No0.32 Tahun 2004 dan setelah lahirnya UU No.13 m&ai2?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Daerah, Dadstimewa
Yogyakarta dalam sistem ketatanegaraan Republiniegia menurut UU
No.22 Tahun 1999, UU No0.32 Tahun 2004 dan setalaihnya UU No.13
Tahun 20127

C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Kepala @adalam sistem
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut NP2 Tahun
1999 dan UU No.32 Tahun 2004 serta UU No.13 Tah0h2?2yang
berlaku khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawabapalée Daerah
dalam sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakaenurut UU
No.22 Tahun 1999 yang pernah berlaku dan yang kwedakarang UU
No0.32 Tahun 2004 serta UU No0.13 Tahun 2012 yandplerkhusus
untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekalignsngkaji pola
ideal pertanggungjawaban Kepala Daerah Propinsirdbadstimewa

Yogyakarta dalam sistem Pemerintahan Daerah.
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D. Tinjauan Teori
1. Negara Hukum

Menurut Undang-undang Dasar 1945, Indonesia meanpalegara
Hukumt®. Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegag&lam pasal 1
ayat 3 bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara hukumiimana sebelumnya
hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 18##s ketentuan yang tegas
di atas maka setiap sikap kebijakan dan tindakabupéan alat negara berikut
seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai deaigman hukum. Dengan
demikian semua pejabat/ alat-alat negara tidak akatindak sewenang-wenang
dalam menjalankan kekuasaannya. Gagasan, citaidgdlegara Hukum, selain
terkait dengan konsepechtsstadtlan ‘the rule of law juga berkaitan dengan
konsep homocracy’yang berasal dari perkataaromos dan ‘cratos. Perkataan
nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan‘demos’ Waatos’ atau ‘kratien’
dalam demokrasi.Nomos’ berarti norma, sedangkan‘cratos’ adalah kekuasaan.
Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam pemygaraan kekuasaan
adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomsikituberkaitan erat dengan
ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagaidsdan tertinggi. Dalam
istilah Inggeris yang dikembangkan oleh A.V. Dicéwal itu dapatdikaitkan
dengan prinsip‘rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi
jargon“the Rule of Law, and not of Mar®*

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa iKental

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Pablaind, Julius Stahl, Fichte,

19 pasal 1 ayat (3) UUD 1945

1 Jimly Asshididiqgie,Gagasan Negara Hukum Indonesitakalah halaman.2 diakses
pada http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negatakum_Indonesia.pdtiiakses pada
tanggal 20 Oktober 2011.
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dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jermaty Y@echtsstaat. Sedangkan
dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukunkedibangkan atas
kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutdmé Rule of Laiv Menurut Julius Stahl,
konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istéahtsstaat’ itu mencakup
empat elemen penting, yaifu

1. Perlindungan hak asasi manusia.

2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Peradilan tata usaha Negara.

Hakekat atau tujuan utama dari sebuah Negara hadatah terciptanya
suatu keadaan dimana ketertiban, keteraturan, leeduisa terwujud dalam suatu
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseranpkbmsehwachtersstaat
(Negara peronda) ke konsepelfare state(Negara kesejahteraan) membawa
pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintahda P konsep
nachwachtersstaaberlaku prinsipstatsonthoudingyaitu pembatasan negara dan
pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi makgar Pemerintah hanya
bersifat pasif sebagai penjaga ketertiban dan keama masyarakat
saja,sedangkan pada negara bertipe welfare stamermtah mempunyai
kewajiban untuk mewujudkan suatu kesejahteraan urthestuurszorp yang
oleh oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangatuk mengatur atau
campur tangan dalam setiap sendi kehidupan mastarAktinya pemerintah

dituntut untuk bertindak aktif untuk mewujudkan éjéteraan masyarakat.

12 i
Ibid
13 Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara Edisi ReyiBlajawali Pres, Jakarta, 2006.,
him 229



15

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka dalatn $ata kenegaraan
atau tata pemerintahan suatu negara terdapat léripagcam aturan yang
berfungsi sebagai asas atau dasar pijakan untukapantujuan Negara atau cita
hukum (echtsideg yang kemudian aturan dasar tersebut lebih dikeealgan
sebutan konstitusi.Konstitusi adalah suatu piagangymenyatakan cita-cita
bangsa dan merupaka dasar organisasi kenegaraan tarmgsd? Kesadaran
umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusrmeanjiwai keseluruhan
sisitem hukum dan konstitusi indonesia, dan kanémgperlu diadopsikan ke
dalam rumusan undang-undang dasar yang dikembarggadtiri oleh bangsa
Indonesia->

Sebagaimana dalam dikemukakan dalam teori kedaulatkyat
(demokrasi) bahawasannya kekuasaan tinggi dalatn segara berada ditangan
rakyat. Revolusi Perancis menjadi sebuah pelajgeany sangat berharga bagi
seluruh Negara didunia ifff. Kekuasaan absolutism yang dilakukan oleh Raja
Louis XVI menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan amah raja sebagai
symbol kekuasaan yang mutlak pada saat itu, kagaalinilai telah melakukan
tindakan yang sewenang-wenang melakukan penindes@adap rakyatnya.
Gerakan perlawanan yang di motori oleh beberapdetggwvan pada waktu itu
salah satunya adalah Montesqiue (1689-1755) deagaan Trias Politica atau
tiga bidang kekuasaan yaitu pembagian kekuasaarslatyge, kekuasaan

eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang merupakamg@@bangan lanjutan dari

* Miriam Budiarjo,Dasar-dasar lImu PolitikGramedia, Jakarta, 1989., him.107.

' Jimly Asshiddigie,Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesiginar Grafika, 2010.,
him.93.

'® Revolusi Perancis adalah masa revolusi dalamasefeerancis antara tahun 1789 dan
1799 dimana para demokrat dan pendukung repubdik@imenjatuhkan monarki absolut di
Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjedatrukturisasi yang radikal.
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teori John Locke (1632-1704) yang membagi kekuasaanjadi Eksekutif,
Yudikatif dan Federatif.

Perancis kemudian akan berganti sistem antaralikpiekaisaran, dan
monarki selama 75 tahun setelah Republik PertamanBie jatuh dalam kudeta
yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusidengan jelas mengakhiri
ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; niekgpada kekuasaan dinasti
seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih pentaripada revolusi-revolusi
berikutnya yang terjadi di Perancis.

Hampir pada semua negara modern saat ini secanalfonenganut asas
kedaulatan rakyat yang artinya sumber kekuasatinggr adalah berada ditangan
rakyat. Oleh karena itu segala aturan dan kekuagaag dijalankan oleh Negara
tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyats Redaulatan rakyat ini atau
paham demokrasi ini mengandung dua arti yaitu taRex, demokrasi berkaitan
tentang sistem pemerintahan atau bagaimana carakyat diikutsertakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kedua, demokeasj gpengaruhi oleh
keadaan cultural historis suatu bangsa sehinggacuhuistiiah demokrasi
konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi Pateasin sebagainyd. Hakekat
atau tujuan utama dari sebuah Negara hukum adefaiptanya suatu keadaan
dimana ketertiban, keteraturan, keadilan bisa tpmvualam suatu kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pergeseran konssgmdiwachtersstaat(negara
peronda) ke konsepelfare state(negara kesejahteraan) membawa pergeseran

pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada komsepwvachtersstaat berlaku

" Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di IndonesRustaka pelajar,
Yogyakarta, 2011., him. 162.
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prinsip statsonthouding, yaitu pembatasan negamgpdeerintah dari kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah hanyafdiepasif sebagai penjaga
ketertiban dan keamanan masyarakat saja,sedangklannggara bertipe welfare
state, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mevkandsuatu kesejahteraan
umum(bestuurszorpyyang oleh oleh karena itu pemerintah diberikaneigangan
untuk mengatur atau campur tangan dalam setiap &ehtdupan masyarakat.
Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktifntuk mewujudkan
kesejahteraan masyarak&tDalam rangka mencapai tujuan tersebut maka dalam
suatu tata kenegaraan atau tata pemerintahan segara terdapat berbagai
macam aturan yang berfungsi sebagai asas atau piggean untuk mencapai
tujuan Negara atau cita hukuimechtsideelyang kemudian aturan dasar tersebut
lebih dikenal dengan sebutan konstitusi. Konstituslah kemudian yang
berfungsi untuk mengatur tentang hak dan kewajipamerintah dan warga
negaranya, tata cara penyelenggaraan pemerintatiag lyaik, aturan-aturan
penerapan fungsi lembaga negara, pembentukan lemibalgum serta segala
sesuatu yang menjadi sendi pelaksanaan kehidupbangsa dan bernegara.
2. Daerah Istimewa dalam Negara K esatuan Republik Indonesia

Sehari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persigdpamerdekaan
Indonesia menetapkan konstitusi negara. Satu-satpagal yang menyebutkan
secara eksplisit daerah-daerah yang bersifat ist@ameUD 1945 adalah pada
pasal 18 yang merupakan satu-satunya pasal dal®dmVbayang membahas
mengenai Pemerintaha Daerah. UUD 1945 mengakuiakaary historis, bahwa

Daerah Istimewa itu telah ada sebelum lahirnya Ne&epublik Indonesia dan

'8 Ridwan HR,Hukum Administrasi ...Op.Cjthim. 229.
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telah memiliki bermacam hak dan wewenang dalam glenggaran berbagai
urusan pemerintahan di daerahnya.

Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen menyatakdesdr-kecilnya
pembagian daerah Indonesia dan bentuk susunan peadegannya ditetapkan
dengan undang-undang, dengan memandang dan metigindasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, lddahak asal-usul dari
daerah-daerah yang bersifat istimewanilah versi desentralisme majemuk
tentang bentuk negara kesatuan. Dalam pelaksaisiam oemerintahan daerah
di Indonesia menempatkan asas desentralisasi deonsentrasi pada suatu
kedudukan yang sama pentingnya dan harus dilakaansdcara bersama-sama
dan seimbang.

Sebelum Tahun 2001, Indonesia memiliki dua daerahgyberstatus
sebagai daerah istimewa, pertama Daerah Istimewgakarta dan kedua adalah
Daerah Istimewa Aceh. Meski kedua daerah ini m&mdiatus sebagai daerah
istimewa akan tetapi dasar hukum ataupun isi deistimewaan kedua daerah
tersebut sama sekali berbeda.

Kata kunci dalam Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasaanfpra-
amandemen) terhadap eksistensi daerah istimevterieiak pada kata “hak asal-
usul”,”susunan asli” serta “memandang dan mengihgattir ke Il penjelasan
pasal 18 UUD1945 sebelum amandemen bahwa “Daerahbexsifat Istimewa”
itu dibedakan kedalam dua kelompok yaitu apa yaisgbdt Zelfbesturende
Landschappematau daerah swapraja ddalksgemenschappeau Desa dan yang

setingkat dengan itu, yang dalam penjelasan pas&rsebut disebutkan secara



19

konkret contoh-contohnya seperti negeri (nagariMdiangkabau dan marga di
Palembang’

Ketiga undang-undang dasar yang pernah dipakaiedana kita yaitu
UUD 1945, Kontitusi RIS dan UUDS 1950 memberikamkegkinan atau opsi
mengenai keberadaan daerah Istimewa ini. Tidakrsejaerah Istimewa dalam
UUD 1945 sebagaimana penulis jelasakan diatasmditastitusi RIS jaminan
terhadap adanya daerah istimewa ini tetap mempejateinan hanya saja sedikit
berbeda dengan apa yang ada dalam UUD 1945. Yamgmdkan sebagai
Zelfbesturende landschappeialam UUD 1945 didalam Konstitusi RIS disebut
sebagai Daerah Swapraja (diatur dalam pasal 64aatepgan pasal 67), akan
tetapi Daerah Swapraja itu tidak dinyatakan sebdgaiah istimewa. Yang secara
eksplisit disebut Daerah Istimewa hanyalah KalimarBarat (pasal 2 huruf b).
Juga tidak disebutkan dalam Konstitusi RIS ini baMelksgemenschappgang
ada pada waktu itu termasuk dalam pengertian Daéstimewa?® Daerah
swapraja meskipun tidak dinyatakan sebagai dastehewa dalam kontitusi RIS
akan tetapi kontitusi RIS pasal 65 tetap menjan@iduklukannya yang istimewa
dan dengan tegas disebutkan bahwa Daerah Swapam sudah ada, tidak
satupun yang bisa dihapuskan atau diperkecil jdaktatas dasar kehendaknya
sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan d&lantitusi RIS
UUDS 1950 tidak mencantumkan tentang adanya Dats@mewa ataupun
“daerah yang bersifat istimewa” akan tetapi daesaapraja tetap dijamin

kedudukannya. Hal ini tercantum dalam BAB IV yarggjbdul “PEMERINTAH

19 SujamtoDaerah Istimewa..Op.Chim.12
%% |bid.hal 16-17
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DAERAH DAN DAERAH —-DAERAH SWAPRAJA”. Bab IV ini tediri dari 3
Pasal yaitu Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 138l P2 mengatur mengenai
Daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rurmaalgganya sendiri
(autonoon sedangkan pasal 132 dan 133 mengatur mengenealDS&apraja.
Inti dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkangeeai daerah swapraja adalah
tidak jauh berbeda dengan apa yang disebut dedgifipesturende lanschappen
yang dimaksud dalam UUD 1945 yang merupakan bagiama dari “ daerah-
daerah yang bersifat istimewa”.

Daerah Istimewa pada kelanjutanya dalam amandemgmakUUD 1945
pada tahun 2000, pasal 18 asli yang mengatur mang#aerah istimewa
diamandemen menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Peragatdaerah istimewa
ditempatkan dalam pasal 18B ayat®tl)stilah yang digunakan juga berbeda
menjadi “satuan pemerintahan daerah yang berstahewa”. Pengaturannya
didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci sga@t daerah istimewa.
Selain itu dalam pasal ini dibedakan antara “satamerintahan daerah yang
bersifat istimewa” dan “satuan pemerintahan dagaaly bersifat khusus”.

3. Pertanggungjawaban K epala Daerah

Dalam rangka menghindari demokrasi berubah mengdarki yang
berwujud kediktatoran sebagaimana yang dialamagdsmmndonesia pada masa
pemerintahan Soeharto yang berkuasa lebih dari 8@ faktor utama yang
diperlukan adalah adanya pertanggungjawaban. Bguagjawaban pada tataran

tertentu merupakan kehendak dari jaminan atas petan demokrasi yang

L pasal 18B ayat (1) UUD 1945 pasca amanderemgéra mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifatskbuatau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undahg
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sebenarnya. Dari pertanggungjawaban yang dibebarkepada pelaksana
kekuasaan pemerintahan mulai dari tingkat pusajgairdaerah akan memupuk
demokrasi kearah yang seharusnya.

Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan atasr desleuasaan yang
dimiliki oleh pemerintah. Dalam arti luas pemermtadiartikan sebagai
keseluruhan alat-alat kelengkapan negara yang gsefisebut juga lembaga-
lembaga negara yang secra tradisional ada tigadgahegara yaitu eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sgrppmerintahan hanya sebatas
pada ranah eksekutif saja. Berbeda dengan lembagalatif dan yudikatif
lembaga eksekuti selain berfungsi sebagai alatergllapan negara yang
bertindak atas nama negara juga berfungsi sebagainetrasi negara. Dalam
kedudukannya sebagai administrasi negara, cabarigagaan eksekutif
mempunyai kekuasaan yang dilimpahkan oleh negaeku&saan mandiri ini
memungkinkan administrasi negara melakukan tindékalakan mandiri baik
dilapangan pengaturaregelen, maupun penyelenggaraan nedéra.

Secara demikian pemerintah mempunyai kekuasaan samgat luas sekali.
Kekuasaan itupun makin hari makin berkembang sesuf@ngan tuntutan
perkembangan masyarakat yang semakin maju, yangnngnsemakin luasnya
tugas dan wewenang pemerintah. Kekuasaan (atat gg@adisebut tugas dan
wewenang) pemerntah yang sangat luas dan beragadapat dikelompokkan
dalam beberapa golondgdn

a. Tugas dan wewenang dibidang keamanan dan ketertiban

2 Bagir Manan& Kuntara MagnaBeberapa Masalah Hukum Tata NegaBandung,
Alumni, 1997., him158-159
%3 Bagir Manan).embaga KepresidendfH Ul Press, Jakarta, 2003., him 124-125.
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b. Tugas dan wewenang penyelengaraan tatausaha p&hannmulai
dari surat menyurat sampai kepada dokumentasiadatain.

c. Tugas dan wewenang negar dibidang pelayanan umum.

d. Tugas dan wewenang dibidang penyelengaraan kesegjahtumum.
Lalu kepada siapakah dan bagaimanakah proses ggutagjawaban itu
dilaksanakan oleh pemerintah dalam sebuah negarakdatis? Untuk menjawab
pertanyaan itu pertama-tama penting untuk mengutgpan Gablentz sebgai
berikut?*:

“Teoritically the politican or administratif is rpensible to those who give him
the mandat. His responsibility in the first placgoi the superior in office and to
competent judge. Who act representative of theragye and finally to god. When
soveraign is people, it judgement expressed thpolndjic opinion, election or special
tribunaf™
Undang-undang dasar 1945 (lama), sistem pemerimtayeng dianut

mengandung anasir-anasir parlementer dan presalleRsida satu sisi presiden
merupakan pemegang tunggal kekuasaan pemerintalamDenelaksanakan
kekuasaannya dibantu oleh menteri-menteri yangabggungjawab padanya.
Presiden dipilih untuk masa jabatan tetap yaitwaltahun. Dilihat daris isis ini
yang tampak adalah model sistem presidensial. hidarkesinambungan dalam
penerapan sitem pemerintahan pada sektor pememmidderah dimana kepala

daerah merupakan kepanjangan tangan dari presigesat]. Tidak ada

mekanisme pemilihan kepala daerah melainkan selpslagankatan (kecuali

4 Herbert J. SpiroResponsibility in Government; Teori and Practis®an Nagstrend
Reinhald Company, New York, 1969., him.3.

% Terjemahan bebas penulis, “secara teoritis, ppoliiau pemerintah bertanggungjawab
terhadap orang yang memberi mandat. Pertanggunigmnga pertama-tama ditujukan kepada
atasan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kephdkim yang berwenang untuk bertindak
mewakili pemegang kedaulatan; dan akhirnya kepadbaf. Apabila pemegang kedaulatan
adalah rakyat, penalaiannya dicerminkan lewat opimilik, pemilu maupun lewat pengadilan
khusus.”
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pada level pemerinatahan desa). Ini menandakan agbenerapan sistem
presidensial pada waktu itu belum ada pembagiamdsgian yang tepdtood
separation of power)

Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dieamandemen
sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002. Domigs&sem presidensial makin
menguat presiden tidak lagi diangkat oleh MPR mé&k dipilih langsung oleh
rakyat. Namun demikian, sistem presidensial yarmguti undang-undang dasar
1945 pasca amandemen lebih menekankan sitem presidgang demokratis
sebab meskipun presiden memiliki wewenang legidaperti dalalm hal melalui
proses pemakzulafimpeachmentpleh DPR sesuai dengan syarat-syarat yang
disebutkan oleh konstitusi. Sejalan dengan demisksatsistem presidensial saat
ini, hal ini berdampak pada tatanan pemerintahanatta Diseluruh daerah-daerah
di Indonesia dilakukan reformasi sistem pemerimtalzaik adanya pemilihan
langsung bahkan adanya calon independen usungapantai yang dapat maju
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa sebgaateori dan konsep
pertanggungjawaban baik puat maupun daerah Kkini dekati sempurna,
mutatis/mutandis berimplikasi terhadap mekanisméa gmertanggungjawaban
yang semakin kompleks dan rigid.

Seiring dengan pilar utama negara hukum vyaitu dsgalitas, maka
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang epentahan berasal dari
peraturan perundang-undangan, artinya sumber wegdregi pemerintah adalah

peraturan perundang-undangan.
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Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dasdtyr@n perundang-
undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaiibusi, delegasi dan mandat.
Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjaginbgrian wewenang
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalamatypan perundang-
undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suagwenang baru. Lebih lanjut
disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk Ipeekan atribusi
wewenang pemerintahan itu dibedakan antara :

1. Yang berkedudukan sebagariginal legislator, di negara kita di
tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk kosstdan DPR
bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan swalang-
undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Peyaoha
melahirkan Peraturan Daerah

2. Yang bertindak sebagalelegated legislatorseperti Presiden yang
berdasar pada suatu ketentuan undang-undang marigeilPeraturan
Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenangepetahan
kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negarauertent

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu weweyang telah ada oleh
Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telalper@eh wewenang
pemerintahan secara atributif kepada Badan ataatalalilata Usaha Negara
lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oksddtanya suatu atribusi
wewenand®

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Jafk/Willem
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintaharh gbembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan

2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahansdau organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkawenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namafYa.

% Indroharto,Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Titaha Negara
Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993, him. 9
" Ridwan HR,Hukum Administrasi ...Op.Gihlm. 74
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Berbeda dengan van Wik, F.A.M. Stroink dan J.G.eeBbeek
menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ peamaintmemperoleh
wewenang, Yaitu atribusi dan delegasi, atribuskdr@an dengan penyerahan
wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut isnpwewenang yang
telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wevgesaoara atributif kepada
organ lain, jadi delegasi secara logis selalu ditlatoleh atribusi). Pada mandat
tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenangk tidula pelimpahan
wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubatemenang apapun (setidak-
tidaknya dalam arti yuridis forma.

Provinsi daerah tingkat | berdasarkan Undang-Unddomor 5 Tahun
1974 akan dijadikan daerah provinsi dengan kedudwsledagai daerah otonom
dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksamddewenangan pemerintah
pusat yang didelegasikan kepada Kepala Daerah. abagrovinsi bukan
merupakan pemerintah atasan dari daerah KabupateKata. Dengan demikian,
daerah otonom provinsi dan daerah Kabupaten daatdaeota tidak mempunyai
hubungan hierarki.

Di dalam menjalankan kedudukan penyelenggaraan maatgan di
daerah Provinsi sebagai daerah otonom dan sekalglayah administrasi,
Kepala Daerah memiliki kewenang&h:

1. Pertimbangan untuk memelihara hubungan yang sardara pusat dan
daerah dalam kerangka NKRI;

2. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lintesath Kabupaten
dan daerah Kota serta melaksanakan kewenangannutala@rah yang
belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupatedaknah Kota;

3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan teryamtgy dilaksanakan
dalam rangka pelaksanaan demokrasi.

28 |pid, him. 75
29 | bid
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Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melatadredakmengapa
kepemimpinan Kepala Daerah penting dan menarikkudipelajari. Sepanjang
sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belandaa mpandudukan Jepang,
masa Proklamasi Kemerdekaan, masa Orde Baru darefermasi dewasa ini,
kedudukan dan peranan Kepala Daerah dengan berpgayebutan seperti
Gubernur, Bupati, Walikota, telah menunjukkan dksisinya, baik sebagai
pemimpin organisasi pemerintahan yang mengayomiindungi dan melayani
masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi asdtrasi pemerintahan.
Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangdan pembinaan
kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflikplajejdan permasalahan
pemerintahan di daerah, Kepala Daerah secara teengrus dihadapkan pada
pelbagai tuntutan dan tantangan baik secara interaapun eksternal, yang harus
direspons dan diantisipasi, sekaligus merupakaan ugrhadap kapabilitas dan
kompetensi Kepala Daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengduamajenis penelitian
hukum normatif, maksud dari penelitian normatif sesuai dengan tata cara
penulisan hukum di IndonestaPenulisan ini akan mengkaji hukum positif yang
mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya gem&n model
pertanggungawaban kepala daerah (gubernur) propdesrah Istimewa

Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah diraegasatuan republik

0. Kaloh, 20030p. Cit him. 3

31 Menurut Wignjosoebroto, Penelitian normatif adalaénelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekundekabeRemikiran normatif didasarkan pada
penelitian yang mencakup (1) asa-asas hukum, g@nsatik hukum, (3) adanya taraf sinkronisasi
vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukun),4&jarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat,
M. SyamsudinQperasi Penelitian HukunPT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, him.&21-2
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Indonesia. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetatkedudukan dan
tanggungjawab kepala daerah (gubernur) khusunyairidioDaerah Istimewa
Yogyakarta pasca lahirnya Undang-undang No.13 Tala@i2 tentang
Keeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta baik nafisgbatan yang diemban
yang bersifat Istimewa maupun kewenangannya sedandingkan dengan
kewenangan maupun jabatan kepala daerah di Indosesara umum.
1. Obyek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaténgan obyek
kedudukan dan tanggungjawab Kepala Daerah Propmsiah Istimewa
Yogyakarta dalam sistem ketatanegaraan Republimiesla menurut UU
No.22 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004 dan pasca hsitdndang-
undang No.13 Tahun 2012.
2. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalate dsekunder yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri cfari :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersiftgikat yang
terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembénta
Daerah
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta

Daerah

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003, him. 13
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4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keiistiaza
Daerah Istimewa Yogyakarta

5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentangorhap
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkalegan
penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, vyaitu bahan hukum vyang lersif
menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yangritetdri buku-
buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiahinhya yang
berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang merkhberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baHanrhsekunder,
yang terdiri dari :

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
2) Kamus Inggris — Indonesia
3) Kamus Istilah Hukum
4) Ensiklopedi.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan gden cara studi

pustaka, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelagrat-bahan hukum

yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan jugavamcara dengan
beberapa narasumber yang kompeten terhadap teméabapasan
penelitian ini..

4. Metode Pendekatan
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitamdalah
metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengaisalpermasalahan
dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menwketentuan
hukum/perundang-undangan yang berlaku utamanyantgkia negara

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam pemelini
adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh danelitian disajikan dan
diolah secara kualitatif dengan langkah-langkatagabberikut :

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikaesuai dengan
permasalahan dalam penelitian
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasik
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian disisalintuk dijadikan
dasar dalam pengambilan kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan
Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesisberikut disajikan
sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagidalam beberapa bab dan
masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapabsb. Adapun masing-

masing bab tersebut adalah :

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latdakbng masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauatagasyang merupakan bekal
dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selgupada bab ini juga

diuraikan tentang metode penelitian yang melipbjek penelitian, sumber data,
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teknik pengumpulan data, metode pendekatan, ddisiandata. Pada akhir dari
bab ini disajikan sistematika pembahasan.
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa ha parkaitan dengan
pemerintahan daerah. Adapun uraian pada bab iniputiel: pengertian
pemerintahan daerah, asas-asas dalam pemerintatenahdserta bentuk dan
susunan pemerintahan daerah termasuk daerah istimew
BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
Pada bab ini membahas tentang hal yang berkaikmtartg pola
pertanggunjawaban kepala daerah yang pernah dah berdaku dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia. Adapun uraian padairbaimeliputi pengertian
pertanggungjawaban kepala daerah, macam pertanggaigan dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, serta konsépnggungjawaban dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa ha parkaitan dengan
kedudukan dan pertanggungjawaban Kepala DaerahnBrdpaerah Istimewa
Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah. Adapaian dan pembahasan
pada bab ini meliputi : Kedudukan Kepala DaerahaBalSistem Pemerintahan
Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-UndangaandgerPemerintahan
Daerah yang di dalamnya membahas mengenai kedudukaernur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undangd¥@2 Tahun 2004

dan Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistaaa daerah Istimewa
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Yogyakarta. Selanjutnya dibahas pula tentang Pggtamgjawaban Kepala
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DalarsteBi Pemerintahan
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahus d&® Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 TaRk0h2 tentang
Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta dan padtié alari bab ini dibahas
pola ideal Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dal#@tens Pemerintahan
Daerah.
BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakaveban terhadap
permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajga@an yang merupakan
sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penuitarig pertanggungjawaban

kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pengertian Pemerintahan Daerah

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik ned@ pada tanggal
17 Agustus 1945, para pendiri negara telah merjatutpilihan pada prinsip
pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan petharninbegara Indonesia
yang tujuannya jelas tercantum dalam alenia ke#bR&aan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menegaskan batiwanelindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mekaajkesejahteraan umum,
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melakaanadtertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan leadsosial’. Untuk
mencapai maksud tersebut maka para pejabat di kddamah membantu
penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah kdesrah Indonesia terbagi
dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifabtaaministrasi.

Ada beberapa pengertian tentang pemerintahan datsahlokal yang
dapat dirujuk dari beberapa pendapat berilkRgrtama G.M. Harris dalam
bukunyaComparative Local Governmentengatakan bahw&:“The term local
government may have one of two meanings, it mayfgigl) the government of
all part of a country by means of local agents apfedl and responsible only to
the central government. This is part of centralisgdtem and my he called local
state government. (2) Government by local baddiesly elected wich while

subjected to the supremacy of national governmemntadowed in some respect

% Dikutip kembali oleh, Martin Junungolitik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam
Perspektif Otonomi Daerafustaka Nusatama, Yogyakarta, 2005., him. 17.
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with power, discreation and responsibility, wicleyhcan exercise without control
cover their decision by the higher authority, tigscalled in many countries as
communal autonomy”.

Kedug De Guman dan Tapales tidak mengajukan suatu dratsapun
tentang pemerintahan daerah, hanya mereka mengebutkma unsur
pemerintahan lokal sebagai berikfit1. A local government is a political sub
division of soverign nation or stat; 2. It is coitsted by law; 3. It has governing
body which is locally selected; 4. Undertakes rolaking activities; dan 5. It
perform service within its jurisdiction.

Ketiga Josef Riwu Kaho mendefinisikan pemerintahan daegbagai
berikut  “Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsg erdaulat yang
dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang ynemiliki lembaga atau
badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilisyarakat daerah tersebut,
dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuatypana memungut pajak
serta memberikan pelayanan kepada warga yang adaaldim wilayah
kekuasaannya”.

Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah dikenakfstdaerah swatantra,
yang sekarang ini dikenal dengan pemerintahan kadtamerintahan umum
pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut gapnaja, masa Belanda
dipanggil denganBinnenlandsbestuur, Bestuurdiantpemerintahan pangreh,
praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah digalvatan atau dinas pusat di

daerah atau dinas vertikal. Jadi pemerintahan |dkaédk sama dengan

% Dikutip kembali oleh, Josef Riwu KahBrospek otonomi Daerah di Negara Republik
IndonesiaPT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998., him. 43.
% Ibid., him. 67.
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pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal meliputiongy praja, jawatan vertikal
dan pemerintahan daerh.
1. Konsep Pemerintahan Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pexhanintaerah,
terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksuagde istilah pemerintahan
itu sendiri. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaassya@ dalam bukunya
Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakamabgiemerintahan
adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna méarbegelayanan dan
perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakp&ngaturan, mobilisasi
semua sumber daya yang diperlukan, serta membibhangan baik di dalam
lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengamerintahan
nasional dan pemerintahan daerah yang laihyzefinisi tersebut tampak masih
sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan makdad kegiatan
penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yamgksdid dengan
pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka mieabkan bahwa arti
pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuly pemerintahan dalam arti
luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemegntabdalam arti luas
menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekatif yudikatif.

Demikian juga Donner mengemukakan bahwa cakupaneipet@han
dalam arti luas meliputi badan-badan yang menentukaluan negara dan

berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga nastastansi yang

% Prabawa Utama&emerintahan di Daerahind-Hill.Co, Jakarta, 1991., him. 13.
3" Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyfdtonomi Daerah dalam Negara
Kesatuan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002., him. 233.
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melaksanakan keputusan dari badan—badan tersebotenfara itu C. Van
Vollenhoven berpendapat bahwa tugas pemerintaHamdati luas terbagi dalam
empat fungsi yaitu pembentuk undang-undang, pet@ksstau pemerintahan
(bestuuy, polisi dan keadilaf®

Pemahaman yang searah dengan pemerintahan daiduasitu, apabila
dihubungkan dengan UUD 1945 sesudah amandemen iptahepusat terdiri
MPR, DPR,DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Sedangkamerintahan dalam
arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lemlekgakutif saja, yang berfungsi
to executeatau melaksanakan apa yang sudah disepakati gtatuskan oleh
pihak legislatif dan yudikatit? SF Marbun dan Moh Mahfud MD mendefiniskan
pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/ademgkapan negara yang
diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan gnaaiang, dalam hal ini
pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksé&kutif.

Pengertian pemerintahan tersebut, berlaku jug&a&etemahami konsep
pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupumpise Dalam arti luas,
pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraanipt&han oleh lembaga —
lembaga kekusaan di daerah, yang dalam perkembgmghrindoenesia terdiri
dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam emipi$ adalah hanyalah
penyelenggaraan oleh kepala daerah saja. Apabilhaneumusan dalam Pasal
18 UUD 1945 sebelum amandeman, nyata-nyata menigganangkapan
pemerintahan. Arti pemerintahan daerah dikuatkanbledi sesudah amandemen

di mana pemerintahan daerah, baik provinsi maumbupaten/kota memiliki

% SF Marbun dan Moh Mahfud MPokok-Pokok Hukum Administrasi Negatiberty,
Yogyakarta, 1987., him. 9.

% Syaukani HR., Afan Gaffar, dan Ryaas Rasgithnomi Daerah..., Op.Cithim. 233.

0 SF Marbun dan Moh Mahfu@®okok-Pokok..., Op.Cithim. 8.
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DPRD, sedangkan Gubernmur, Bupati bertindak sebkgpala pemerintahan
daerah.

Dengan demikian dipahami bahwa konsep pemerintaterah yang
dimaksud adalah pemerintahan dalam arti luas, yartiri dari Kepala Daerah
(Kepala Pemerintah Daerah) dan DPRD. Pemerintatamd ketentuan ini
sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan ataiteakmenyelenggarakan
pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Peméantalaerah dan DPRD.

Pelaksanaan pemerintahan daerah bukanlah merugatagang baru
dalam sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dderurut Nassmacher dan
Norton sebagaimana dikutip oleh SH. Sarundajanmep@tahan daerah secara
historis telah dipraktekkan oleh beberapa negajak dama, bahkan di Eropa
telah mulai sejak abad Xl dan XIll. Di Yunani misan istilah koinotes
(komunitas) dardemos(rakyat atau distrik) adalah istilah yang digunakauuk
pemerintahan daerah. Romawi menggunakan istifaimicipality (kota atau
kotamadya) dan varian-variannya sebagai ungkaparenaahan daerah. Prancis
menggunakacommunesebagai komunitas swakelola dari sekelompok peridudu
suatu wilayah. Belanda menggunakpgmeentelan Jermamgemeindgkeduanya
berarti umum), sebagai suatu etintas/kesatuan tiolgang didasarkan pada
prinsip bertetangga dalam suatu wilayah tertentgy@enduduknya memandang

diri mereka sendiri berbeda dengan komunitas lathy@edangkan di Indonesia

“1 Bagir MananMenyongsong Fajar Otonomni Daera®SH FH Ull, Yogyakarta, 2001.,
him.102

2 SH. Sarundajandemerintahan Daerah di Berbagai Negafusataka Sinar Harapan,
Jakarta, 2001., him. 22-23.
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sendiri sebelumnya , praktik pemerintahan daerakbditkan dengan beberapa
istilah.*®

Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salabhsgatk struktural
dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahveaanegbagai sebuah
organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegara@abagai sebuah organisasi,
pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapaperlancar mekanisme
roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagiaenaeg dari seseorang atau
instansi atau suatu organisasi merupakan salahagasiyang berlaku universal
bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuanya &eghijakan dapat terlaksana
dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinamencarkan peranan
pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiarganisasi*

Penjelasan mengenai konsep pemerintahan daeraladohlau pemikiran
mengenai pemisahan kekuasasepg@ration of powgrdan atau atau pembagian
kekuasaan atau urusan pemerintahan neghaas(on of power).John Locke
sebagaimana dikutip oleh SF Marbun dan Mahfud MDhgeenukakan adanya
tiga macam kekuasaan dalam negara yang harus likaerkepada badan yang
masing-masing berdiri sendiri yaitu kekuasaaygislatif (membuat undang-
undang) kekusaareksekutif (melaksanakan undang—undang) dan kekuasaan
federatif (kemanan dan hubungan luar negeri). Sedangkan Bhunt

menyatakan bahwa kekuasaan (fungsi) di dalam neljbagi dalam kekuasaan

3 HarsonoHTN, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masaberty, Yogyakarta, 1992.,
him. 2-3.

4 Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkkylandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya
di IndonesiaUll Press, Yogyakarta, 1999., him. 24-26.
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legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaanyudikatif (mengadili atas
pelanggaran — pelanggaran bagi undang-unddng).

Miriam Budiarjo, membagi kekuasaan ke dalam dua,gaertama secara
vertical yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dalamini yang
dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beli@rgkatan pemerintahan.
Kedua secarahorizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.
Pembagian ini menunjukan perbedaan antara funggsfupemerintahan yang
bersifatlegislatif, eksekutifdan yudikatif*® Bentuk pembagian kekuasaan secara
vertical inilah yang melahirkan pemerintahan pusat dan petadan daerah
otonom yang memikul hak desentralissi.

Secara umum pemerintahan daerah dapat dibedakajadinelna tipe,
yaitu pemerintahan perwakilan daeralocél self — government) dan
pemerintahan non perwakilan daerdbcél state governmentNamun apabila
kedua tipe tersebut digabungkan maka akan diperoigbat jenis pemerintahan
daerah yaitu : a. unit perwakilan dengan tujuan mmhb. unit non perwakilan
dengan tujuan umum, c. unit perwakilan dengan tuklausus, dan d. unit non
perwakilan daerah dengan tujuan khu8usOleh karena itu, dalam
implementasinya telah dikenal dua bentuk daeratu yiierah dalam arti otonom
dan daerah dalam arti wilayah. Daerah dalam aomath yaitu daerah sebagai
pelaksana asas desentralisasi.

Daerah otonom merupakan daerah yang berhak mendmtumengurus

rumah tangganya sendiri menurut undang — undarmang&an daerah dalam arti

4> SF Marbun dan Mahmud Mppkok-pokok...,Op.Cithim. 42-44.

4% Miriam Budiardjo,Dasar-Dasar...,Op.Cithim.138.

4" Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politk dan Hukum di Indonesi&ama Media,
Yogyakarta, 1999., him. 186.

“8 SH. Sarundajand®emerintahan Daerah...,Op.Cihlm. 25-28
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wilayah, yakni daerah sebagai pelasksana asaseatdkasi. Daerah wilayah yang
dimaksud adalah daerah wilayah administratif, yaifayah jabatan atau wilayah
kerja @mbtressoltmenurut undang-undary.

2. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Salah satu unsur Negara Hukum Yang Demokratis ladpénisahan
kekuasaan dan pembagian kekuasaan. UUD 1945 meriggtuasaan dalam
negara dengan mengacu pada pemisahan dan pemkagisasaan. Kekuasaan
dipisah-pisahkan menjadi kekuasaan pemerintahaaragkekuasaan membentuk
undang undang , kekuasaan kehakiman dan “kekualsd@ih Sebagaimana
diketahui bahwa ada tiga prinsip pokok negara huk@itu adanya Undang-
Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang am@ndiubungan antara
pemerintah dan rakyatnya, adanya pembagian kekuasaay dapat menjamin
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan adanya pemmerchiuasaan negara
dan pemerintahat’.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan Pemabant Negara
dipegang oleh Presiden, dalam Pasal tersebut merggtwa Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menadang-Undang Dasar.
Selanjutnya kekuasaan Pemerintahan Negara merupakaan pemerintahan.
Kekuasaan Pemerintahan atau urusan pemerintahagi ddiepada provinsi,
kabupaten dan kota sebagai daerah otonom atauhdsetvagaimana diatur dalam
Pasal 18, 18 A dan Pasal 18B UUD 1945. Dari awaiétdekaan, pelaksanaan

pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi ainyamg tertuang dalam

9 I[rawan SoejitoHubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daer&neka Cipta,
Jakarta, 1990., him. 25.

* Bagir Manan,Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UndangdsigdDasar
1945,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994., him. 39.
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salah satu pasal UUD 1945, yaitu Pasal 18. Jadiangmerupakan suatu tekad
lama yang telah diberikan oleffhe Founding Fathers Indonesiaagar
pemerintahan daerah menjadi bagian dari sistem naade Indonesia. Sebelum
diamandemen Pasal 18 UUD 1945 menegaskan tenttegigpemerintah daerah
sebagai berikut :
Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan
daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya
ditetapkan dengan undang-undang , dengan memandang
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daewady y

bersifat istimewa.

Inti Pasal 18 tersebut adalah bahwa dalam negatanésia terdapat
pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terszdirt tari daerah besar dan
daearah kecil. Daerah besar yang dimaksud di sialah provinsi sedangkan
daerah kecil adalah kabupaten/kota dan desa, desmabentukanya dengan
permusyawaratan dengan mempertimbangkan asal-astdidyang bersangkutan
sebagai keistimewaah.Setelah amandemen yang keempat , Pasal 18 UUD 1945
mengalami beberapa perubahan. Ketentuan Pemernt®harah selanjutnya
diatur dalam BAB VI yang terdiri dari Pasal 18, I 18B dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesiagdiatas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu gilikstas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabterpadan kota

itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diaturgalen
undang-undang. (2) Pemerintah daerah provinsi, ataer
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendisami
pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. (3)
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, data k

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang angget
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Guhs,

51 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daer@hasindo,
Jakarta, 2007., him. 42.
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Bupati dan Walikota masing — masing sebagai kepakrah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demntakrg’h)
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas -nyaas
kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undaagtdkan
sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Susunan tmarcdea
penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalamngnda
undang .

Pasal 18 A (1) Hubungan wewenang antara pemerinsshat
dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan &taa antara
provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan wgxdadang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragamanhd@ra
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatanesumb
daya alam dan sumber daya lainya antara pemenmnisdt dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secatadad
selaras berdasarkan undang-undang

Pasal 18 B (1) Negara mengakui dan menghormataisatatuan
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istamgang
diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakum da
menghormati kesatuan — kesatuan masyarakat hukusbh ad
beserta hak — hak tradisionalnya sepanjang masibphdan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan priregar&
Kesatuan Republik Indonesia , yang diatur dalamange
undang.

Dengan adanya amandemen tersebut maka daerahdaesdaerah kecil
menjadi jelas. Daerah besar adalah provinsi se@denglaerah kecil adalah
kabupaten/kota dan desa atau dengan nama lainlaidayang lebih jelas lagi
adalah bahwa penyebutan secara eksplisit , bahwandmenyelenggarakan
pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten/ketddsarkan asas otonomi dan
pembantuan. Yang dimaksud di sini adalah asas tlabsasi danmedebewind
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengamsdgsentralisasi. Dalam
negara kesatuan kedaulatan negara adalah tungigdd,tersebar pada negara —
negara lain seperti dalam negara federal. Karema pada dasarnya sistem
pemerintahan dalam negara kesatuan adalah searalstau penghalusanya
adalah dekosentrasi. Artinya pemerintah pusat mangedekuasaan penuh .

Namun karena negara Indonesia sangatlah luas damagdme maka
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penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggaragcara sentralisasi tapi
desentralisasi. Dalam UUD Pasal 18 ditegaskan bagbemaerintah terdiri atas
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatgan undang - undarf.

Sebagai negara Kesatuan negara Indonesia tidak umgaipkesatuan-
kesatuan pemerintahan yang didalamnya mempunyaauksdn. Di Dalam
Negara Kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakgagsa dan Negara
Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuanesatkan pemerintahan.
Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar petadanm tidak memiliki apa
yang disebut oleh Kranenburg sebagaimana dikutipciilis sebagapouvoir
constituant, kesatuan untuk membentuk undang - undang UUD/UU dan
organisasinya sendiri. Kedudukan pemerintah daetatam sistem negara
kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasionamefeatah daerah tidak
memiliki kedaulatan sendiri. Sedangkan hubungamglagdn pemerintah pusat
adalahdependentlansub-ordinat™®

Berdasarkan konsepsi yang demikian, maka padamjas&ewenangan
pemerintahan baik politik maupun administrasi diknilpemerintah pusat.
Pemerintah daerah pada hakekatnya tidak mempueyariangan pemerintahan.
Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan peateim setelah
memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat. Halbukgwenangan antara
pusat dan dan daerah dalam sistem negara kesatuanelahirkan konsep

sentralisasi dan desentralisasi.

%2 Josef Riwu KahoAnalisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dohesiaPT
Bina Akasara, Jakarta, 1982., him. 2-3.
*3 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek...,Op.Cithlm. 6.
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Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahhddatam sistem
administrasi negara Indonesia, maka sejak Prokiaidamerdekaan sampai
sekarang di Indonesia telah beberapa kali diteabitkndang-undang tentang
pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor luial®45, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang NomoaHui 1957, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang - Undang NomofFaBun 1974,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang terakimdang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004.

B. Beberapa Cakupan Asas yang Berlaku dalam Pemerintahan Daerah

Berikut ini akan dijabarkan mengenai asas-asag paraku dan yang ada
dalam pemerintahan daerah, baik yang berhubungagade pedoman bagi
pemerintah daerah maupun norma-norma yang berlaksuksnya bagi proses
penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerahddinésia. Asas-asas yang
dijabarkan, merupakan asas-asas yang sudah se&amisie disebutkan
keberadaannya, baik oleh peraturan perundang-uadadgn pula diakui oleh
para ahli atau pakar hukum tata negara yang korda#am mengkaji disiplin
keilmuan otonomi daerah dan/atau pemerintahan klaera

1. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaran pemerintahan, ada beberapsippdaerah yang
menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalanggesakkan administrasi
pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsigifp dasar tersebut
disebut dengan asas-asas pemerintahan. Sentralidakonsentrasi, dan

desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubudgagan pengambilan
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keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisegare’ Asas-asas
kedaerahan adalah prinsip-prinsip dasar dalam jegman wewenang dan
pelaksanaan tugas sesuai dengan sumber wewenarbuterAsas tersebut ada
tiga jenis, yaitu : 1. Desentralisasi. 2. Dekonsesit 3. Medebewind(Tugas
Pembantuan).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang olehrpgamepusat kepada
daerah dalam kerangka sistem kenegaraan. DalamradNdgssatuan seperti
Indonesia, penyerahan wewenang dari pemerintatratiisen kepada daerah
otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakatmhyang mempunyai
batas daerah tertentu serta berwenang mengaturmisngurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzgkdes aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara kesatuan (Pasal 1 angka 6 d&hNo0.32 Tahun 2004).

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakasedtralisasi.
Desentralisasi berasal dari bahasa latin, y2#wang berarti lepas da@entrum
yang berarti pusatDecentrumberarti melepas dari pusat. Dengan demikian,
desentralisasi bersarti melepas atau menjauh darugatan. Desentralisasi tidak
putus sama sekali dengan pusat tapi hanya meng@upusbat.

Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negak@neésia tidak akan
efisien jika semua kewenangan politik dan admiasstdiletakkan pada puncak
hirearki organisasi / pemerintah pusat, karena petaé pusat akan menanggung
beban yang berat. Juga tidak cukup hanya dilimpaldecara dekonsentrasi
kepada pejabatnya yang berada di wilayah Negarar Kgwenangan tersebut

dapat diimplementasikan secara efisien dan akulhtabeka sebagian

% |bid., him. 3.
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kewenangan poltik dan administrasi pada organigasg lebih rendah disebut
desentralisasi.

Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemahindaerah) tersebut
diserahi wewenang penuh, baik politik maupun adstiasi, maka pada jenjang
organisasi yang diberi penyerahan wewenang terdebbtl otonomi. Otononi
artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di dagsialy bersangkutan untuk
mengatur dan mengurus kepentingannya yang belsial, bukan yang bersifat
nasional. Karena itu , desentralisasi menimbulkaonami daerah, vyaitu
kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonotak mengatur dan
mengurus kepentingannya yang bersifat lokal. Jatbhpnomi daerah adalah
konsekuensi logis penerapan asas desentralisaspgaderintahan daerah.

Henry Maddick menjelaskan, desentralisasi adalatygrahan kekuasaan
secara hukum untuk menangani bidang-bidang atagsifdungsi tertentu kepada
daerah otonor Rodinelli seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis ngatakan
bahwa Desentralisasi adalah penyerahan perencgmeabuatan keputusan, dan
kewenanan administratif dari pemerintah pusat kemadanisasi wilayah, satuan
administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemaéridaerah, atau organisasi
non pemerintah atau lembaga swadaya masyatakat.

Menurut smith, desentalisasi mempunyai ciri-cirebagai berikut : 1.
Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi peatemn tertentu dari
pemerintah pusat kepada daerah otonom. 2. Funggidiaerahkan dapat dirinci,
atau merupakan fungsi yang tersisasidual functiof 3. Penerima wewenang

adalah daerah otonom 4. Penyerahan wewenang beavaxtienang untuk

%5 |bid., him. 10.
%6 |pid., him. 11.
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menetapkan dan melaksanakan kebijakan,wewenang atobendan mengurus
(regeling en bestulirkepentingan yang bersifat lokal. 5. Wewenang ragng
adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yanlgkbh umum dan
bersifat abstrak. 6. Wewenang mengurus adalah wawgenntuk menetapkan
norma hukum vyang bersifat individual dan konkribegchikking, acte
administratif,verwaltungsakt 7. Keberadaan daerah otonom adalah di luar
hirearki organisasi pemerintah pusat. 8. Menunjokksla hubungan antar
organisasi. 9. Menciptakaolitical verietydandiversity of structudalam sistem
politik.>’

Bhenyamin hoessein menjelaskan dalam pidato pehgumkDoktornya,
dalam rangka desentralisasi, daerah otonom beradizad hirearki organisasi
pemerintah pusat. Sedangkan dalam rangka dekoasenilayah administratif
(fled administratiol berada dalam hirearki organisasi pemerintah pfisat
Desentralisasi menunujukkan model hubungan keknasa@ar oganisasi,
sedangkan dekonsentrasi menunjukkan model hubunggkuasaan intra
oganisasi.

J. Riwu Kaho, mengatakan Republik Indonesia adhlepara Kesatuan
yang didesentralisasikan. Alasan diterapkannya asas desentralisasi adalah
pelaksanaan asas desentralisasi akan membawafiefektialam pemeintahan,
sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri patlaagai satuan daerah yang
masing-masing memilikki sifat khusus tersendiri yatisebabkan oleh faktor-

faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauradat-istiadat, kehidupan

*"Ipid., him. 15.
> |bid.
% Josef Riwu KahoProspek Otonomi...,Op.Cjithim 5.
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ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan / pengajaran,s¢bagainya). Pemerintahan
dapat efektif kalau sesuai dan cocok dengan keailadalam negar&®

Sehubungan dengan alasan penerapan asas desssitraéssebut,
beberapa pakar memberikan pendapatnya, sepertiLiting Gie yang dikutip
oleh Hanif Nurcholis, yang menjelaskan dianutnysedéralisasi adalah :

1. Desentralisasi dapat mencegah penumpukan lakugsada pemerintah
pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

2. Desentralisasi dapat dianggap sebagai tindgdendemokrasian, yaitu
untuk ikut menarik rakyat ikut serta dalam pemaitnain dan melatih diri
dalam pemerintahan dalam menggunakan hak-hak desiokr

3. Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desdéissi mampu menciptakan
pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utamtuk diurus oleh
pemerintah setempatnya pengurusannya diserahkad&egaerah. Hal-
hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diutes pemerintah pusat.

4. Dilihat dari sudut cultural, desentralisasilpatiadakan supaya perhatian
dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan daepaiti keadaan
geografi, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebaday atau latar
belakang sejarahnya.

5. Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonalesentralisasi
diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebityabkaman secara
langsung membantu pembangunan ters&but.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pataiepusat kepada
daerah sebagai wakil pemerintah dan/atau perangksat di daerah. Dalam
Negara kesatuan seperti Indonesia, pelimpahan wawetersebut adalah dari
pemerintah pusat kepada gubernur sebagi wakil petakrdan/atau perangkat
pusat di daerah disebut juga dengan instansi aériiaitu perangkat departemen
dan/atau lembaga pemerintah non departemen ditd4dPesal 1 angka 8 UU
No.32 Tahun 2004). Dekonsentrasi sebenarnya sisasajuga tapi lebih halus
dari pada sentralisasi. Dekonsentrasi adalah peh@aip wewenang administrasi

dari pemeintah pusat kepada pejabatnya yang bpeatiawilayah Negara di luar

% |bid., him. 10.
¢ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik...,Op.Cithim. 43.
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kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkadalah wewenang
administrasi bukan wewenang politik tetap dipegaeh pemerintah pusat.
Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayahatdegdalah pejabat yang
diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkama péathyah-wilayah tertentu
sebagai wilayah kerjanya.

Rondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adagslygrahan sejumlah
kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepaldang departemen atau
badan pemerintah yang lebih rendahHarold F. Aldefer menjelaskan,
pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasitaemaia menyusun unit
administrasi baik tunggal ataupun dalam hiearkiik bigu terpisah ataupun
tergabung, dengan perintah mengenai apa yang selyarmereka kerjakan atau
bagaimana mengerjakann{aDalam dekonsentrasi tidak ada kebijakan yang
dibuat ditingkat lokal serta tidak ada keputusardamental yang diambil. Badan-
badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirkeyaentara pejabat lokal
merupakan bawahan sepenuh-penuhnya dan merekarmanjaankan perintah.

Menurut Smith dekonsentrasi mempunyai ciri-ciri agdd berikut : 1.
Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fuegentu yang dirinci
dari pemrintah pusat kepada pejabat pemerintaht puiasay ada di daerah. 2.
Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah parsgtagla di daerah. 3. Tidak
mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan vadanenang untuk
mengatur. 4. Tidak menciptakan otonomi daerah daerath otonom tapi

menciptakan wilayah administrasi. Beberadaarfield administrationberada

%2 |pid., him. 19
%3 | bid.
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dalam hiearki organisasi pemerintah pusat.M&nunjukkan pola hubungan
kekuasaan intra organisasiMenciptakan keseragaman dalam struktur poiftik.

Dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kehijakdministrasi
(impelementasi kebijakan politik) sedangkan kel@jakpolitiknya tetap berada
pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabag ydieerahi pelimpahan
wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili petale pusat, bukan dipilih
oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabatdbtsg bertanggung jawab kepada
pejabat yang mengangkatnya yaitu pejabat pusatarbllepada rakyat yang
dilayani. Medebewind(pembantuan) adalah penugaan pemerintah pusat&epa
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuksaeddtan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, sertar daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yanggaskan (Pasal 1 angka 9
UU No.32 Tahun 2004).

Menurut Bagir Manan tugas pembantuan diberikan pkrherintah pusat
atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintdrad di bawahnya
berdasarkan undang-undaiig. Kusumahatmadja mengartikamedebewind
sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah paisat pemerintah daerah
yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada petakridaerah atau
pemerintahan yang tingkatannya lebih rendah, hextujagar melaksanakan
penyelenggaraan tugas atau urusan rumah tanggaipemeatau daerah yang
tingkatannya lebih atd§.Dalam menjalankamedebewindersebut urusan pusat

atau daerah yang lebih atas, tidak beralih menjagsan daerah yang dimintai

% Ibid., him. 20.
% Ibid., him. 21.
% |pid., him. 22.
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bantuan. Hanya saja cara daerah otonom menyelakggabantuan tersebut
diserahkan sepenuhnya kepada daerah itu senderaDa@atonom ini tidak berada
di bawah perintah, juga tidak dapat dimintai pegtamgjawaban oleh pemerintah
pusat atau daerah yang lebih tinggi yang membeastu Karena hakekatnya
urusan yang diperbantukan pada daerah otonom teérselalah urusan pusat
maka dalam sistem medebewind anggarannya beras&RBN. Anggaran pusat

ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggamamasuk ke rekening khusus
yang pertanggunjawabannya terpisah dari APBD.

Bagir Manan juga mengatakafi’ :Pada dasarnya, tugas pembantuan
adalah tugas melaksanakan peraturan perundanggaralebih tinggi de
uitvoering van hogere regelingenDaerah terikat melaksanakan peraturan
perundang-undangan termasuk yang diperintahkan ditainta dalam rangka
tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintahan dedatah pemerintah daerah,
dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, rpeate pusat
menggunakan asas desentralisasi, tugas pembarsterém,dekonsentrasi sesuai
dengan peraturan perundang — undangan yang be8ekuentara itu, pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan merigguiagas desentralisasi
dan tugas pembantuan.

2. Asas-Asas Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesraenqetahan daerah
juga harus berpedoman pada asas umum penyelenggeegara, yang di dalam
Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-Adasim Pemerintah yang

Layak”. Di negeri Belanda, asas-asas umum pembeantgang layak ini sudah

%7 Ibid., him. 23.
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diterima sebagai norma hukum tidak tertulis, yangrub ditaati oleh
penyelenggara pemerintahan, terutama Pejabat Tathal Negara, dalam
membuat Keputusan Tata Usaha Ne§&raSebelumnya dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, assas-ra sudah mulai diterima,
walaupun secara formal belum diakui sebagai seswatua hukum tidak tertulis
yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintabaik, di pusat maupun di
daerah.

Secara yuridis formal, hal semacam ini baru digkiNegara kita, dengan
diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengghraan Negara yang
bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotiski€N), ditambah asas efisiensi
dan asas efektivitas. Kemudian dalam Pasal 20 UBRI@ahun 2004 ditegaskan
bahwa asas-asas tersebut dijadikan sebagai peddalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Asas dimaksud disebut dergas ' Umum Penyelenggara
Negara”, yang dirinci antara lain: 1. Asas kepastiakum; 2. Asas tertib
penyelenggaraan Negara; 3. Asas kepentingan umurAsas keterbukaan; 5.
Asas proporsionalitas; 6. Asas profesionalitas,AZas akuntabilitas; 8. Asas
efisiensi; 9. Asas efektivitas. Hal ini sekaranghedikenal dengan sebutagdod
governancg(tata pemerintahan yang baik).

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintaltarytama dalam
penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengandaakkewajiban tertentu.
Hak-hak daerah tersebut antara lain : 1. Mengadarrdengurusi sendiri urusan

pemerintahannya; 2. Memilih pemimpin daerah; 3. §#dola aparatur daerah; 4.

® Abdullah Rozali, PelaksanaanOtonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsund®T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., him. 34.
® Ipid., him. 27.
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Mengelola kekayaan daerah; 5. Memungut pajak dagaahretribusi daerah; 6.
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber ddgy@ dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah; 7. Mendapatkan susumber pendapatan yang
lain yang sah; dan 8. mendapatkan hak lainnya ydiatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Di samping hak-hak tersebut di atas, daerah judpebdini beberapa
kewajiban, yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, Uasatlan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan RepulgdnEsia,

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas unyang layak;

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;

9. Menyusunan perancanaan dan tata ruang daerah;

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

11. Melestarikan lingkungan hidup;

12. Mengelola administrasi kependudukan;

13. Melestarikan nilai sosial budaya;

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundast@pgan sesuai
dengan kewenangannya; dan

15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturamupdang-undangan.

Hak dan kewajiban pemerintahan daerah tersebut julilkan dalam
bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabat&lam bentuk pendapatan,
belanja dan pembiyaan daerah yang akuntabel, yagaydikelola dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah secara efektif. Sdsngan asas-asas yang telah
dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan daetakukian secara efisien ,
efektif, transparan, bertanggung jawab, tertibl, gdituh dan taat pada peraturan

perundang-undangdf.

0 |pid., him. 30.
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C. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Ruang lingkup pembahasan mengenai pemerinaharhda@angguh sangat
luas. Terkait pembahasan kali ini, penulis akanjateskan mengenai bentuk dan
kedudukan pemerintahan daerah. Dimulai dari baggenerintahan daerah secara
umum, yang di dalamnya dibahas mengenai kedududpal& daerah (khususnya
gubernur dan wakil gubernur). Kemudian mengenaibkega legislatif (DPRD)
sebagai representasi rakyat dalam menyuarakan tiegem-kepentingan pokok
dan dasar dari kebutuhan masyarakat secara umum.

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah juga kie@kggalan berupa
hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemhannpusat. Serta terkait
pula anggaran pembelanjaan daerah yang merupadan rmmaupun fondasi dari
jalannya roda pemerintahan daerah dalam menyelesdgga kegiatan untuk
tujuan mensejahterakan rakyat di wilayah teritogal Kemudian tidak
ketinggalan akan pula dibahas mengenai bentuk @auickikan pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal substansi ikegsstaan daerah tersebut,
baik yang berhubungan dengan pemerintahan maupgmbegrhubungan dengan
kebijakan daerah yang memiliki kekhasan yang talekliki daerah lain.

1. Pemerintahan Daerah Secara Umum

Pembahasan mengenai bentuk dan susunan pemerintdharah
bersumber pada peraturan perundang-undangan ydagugsecara umum. Setiap
daerah di Indonesia yang memiliki hak dan kewajilyang diamanatkan oleh
undang-undang, hal ini perlu diperjelas terkait-apa saja yang bisa dilakukan

oleh pemerintahan daerah agar terjadi maksimaligsjakan dan mempercepat
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pertumbuhan kemakmuran dan kesejahteraan rakyafaeliah-daerah seluruh
Indonesia.
a. Kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur

Inti atau pokok dalam pelaksanaan otonomi daeraalahd adanya
keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarp&merintahan sendiri
atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran sama aktif dari masyarakat dalam
rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.r@itdiaerah tidak hanya
berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawalpitgiga mendorong oto-
aktivitas untuk melaksanakan sendiri hal-hal yangnggap penting bagi
lingkungan sendiri.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi daahbamaka rakyat
tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri meéteputusan politik, tapi juga
diharapkan mampu untuk memperbaiki nasibnya sendi@al itu dapat
diwujudkan dengan memberikan wewenang kepada petalridaerah untuk
mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya

Menjalankan roda pemerintahan di daerah dengandaaiklancar, maka
dibentuklah badan / lembaga-lembaga yang berfumggik menangani urusan-
urusan pemerintahan di daerah. Lembaga-lembagebtérbarus saling bekerja
sama antara satu dengan yang lainnya dalam mekgalangas dan fungsinya
masing-masing demi mewujudkan suatu pemerintahag iextib dan terkendali
dalam upaya pemberian pelayanan yang terbaik bagyanakat dan pelaksanaan
pembangunan yang optimal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-lgnNan 32 tahun

2004, dinyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adaalgelenggaraan urusan
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pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD mieas@s otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Repligitnesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repimoldnesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daesahi skengan Pasal
1 Ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yaitu “Bxmah Daerah adalah
Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat ataesebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah”.

Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No0.32 Tahun G@f¥yatakan
bahwa “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemédrirtaerah yang disebut
kepala daerah”. Selanjutnya pada pasal 24 ayatdangiUndang No.32 tahun
2004 menyatakan bahwa kepala daerah untuk proslisebut gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota diseblik@ta.

Adapun tugas dan wewenang kepala daerah tingkatpk#én menurut

Pasal 25 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalalyaieberikut’*

a.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Iarkdas kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD

b.Mengajukan rancangan Perda

c.Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujusarbe DPRD

d.Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentangDARada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama

e.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadittan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perunrdadgngan

g.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dgrggaturan perundang-undangan

Kemudian pada pasal 27 Undang-Undang No.32 Tahd 2€rtuang
bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyalaképerah dan wakil
kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai befikut:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mel&sakmdang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19%rta

" Terdapat dalam, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Fetaban Daerah.
T
Ibid.
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mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Repuonesia.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Melaksanakan kehidupan demokrasi

e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perunaagagan

f.Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pdaten daerah

g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah

h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baikbéasih

i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengeldtaaangan
daerah

j-Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instandikadrdi daerah dan
semua perangkat daerah

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraanripéa@n daerah
dihadapan Rapat Paripurna DPRD

oo

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkaatad, kepala
daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikparém penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan merabelakboran keterangan
pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginfdamas laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada maayarak

Selain mengatur tentang tugas, wewenang, dan Keamakepala daerah,
Undang-Undang No0.32 tahun 2004 juga mengatur tgntaangan bagi kepala
daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana #gelatalam pasal 28 sebagai

berikut :

a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikarukean bagi
diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentdaua kelompok
politiknya yang bertentangan dengan peraturan plangundangan,
merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelomp
masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negar&a@a golongan
masyarakat lain.

b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik vasupun milik
negara, daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.

c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keunturtgegi dirinya,
baik secara langsung, maupun tidak langsung, yaerpubungan
dengan daerah yang bersangkutan.

d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menermaag, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhiutkgpn atau
tindakan yang akan dilakukannya.

e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perdtiapengadilan
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selain yang dimaksud dalam pasal 25 huruf f, yaiéwvakili daerahnya
di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menukjuksa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perunrdadgngan.
f.Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpahjbaagannya
g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainmy@ggai anggota
DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturanngeng-
undangan.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 Pasal 24 ay&kepala
daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daekadmudian pada ayat
selanjutnya juga dijelaskan bahwa Wakil Kepala Baaintuk provinsi disebut
wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bypd&n untuk kota disebut
wakil Walikota.

Adapun tugas wakil Kepala Daerah tingkat Provingnorut Pasal 26
Undang-Undang No.32 tahun 2004 adalah sebagaiubetik

a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan peaten
daerah

b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikanatagiistansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atemuan hasil
pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan peyaerda
perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengeanbalam
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penfenmtk wilayah
kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi Wakil |Kepmerah
kabupaten/kota

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada KepalaabDadalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah

e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan yaingang
diberikan oleh Kepala Daerah

f.Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah lapHKepala
Daerah berhalangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah disebdikatas, Wakil
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Ba&wslain itu, Wakil
Kepala Daerah dapat menggantikan Kepala Daerahasdmapis masa jabatannya

apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berherdertdentikan, atau tidak dapat

3 | bid.
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melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara teriserus dalam masa
jabatannya.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Dewemwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilanataftgerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, dengan demiR@RD merupakan
lembaga / badan yang mewakili kepentingan rakyahgde berusaha
menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduasyarakat serta
memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Berdasarkan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No.3@nT2004, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas wlewenang sebagai
berikut:

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daatak mendapat
persetujuan bersama

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentangD ARBBsama
dengan Kepala Daerah

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dRardaeraturan
perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala DaefdPBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan rgmog
pembangunan daerah, dan kerjasama internasiodaetih

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepdaab / Wakil
Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalsgeri bagi
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri nuel@ubernur
bagi DPRD kabupaten/kota

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi ketoogan jabatan
Wakil Kepala Daerah

f.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pdateridaerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

g. Memberikan persetujuan terhadap rancana kerja dateanasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah

h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban |Kepaerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah

J-Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samtaa daerah dan
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dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat aknalil

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas DPR® nugjaksanakan

tugas dan wewenang lain yang diatur dalam perapgaimdang-undangan. Oleh

karena itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsmaka DPRD diberikan hak-

hak tertentu sebagaimana diamanatkan dalam pasayat31 Undang-Undang

No.32 tahun 2004, yait*

a.

Hak Interpelasi

Yang dimaksud dengan hak interpelasi dalam ketantiaadalah hak
DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerahgenai

kebijakan pemerintah daerah yang penting dan gisatgiang

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daenatedara.

Hak Angket

Yang dimaksud dengan hak angket dalam ketentuanadalah

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakpdayelidikan

terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daeraly ysanting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan raiayadaerah dan
negara yang diduga bertentangan dengan peraturanndaeg-

undangan.

Hak Menyatakan Pendapat

Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat datentuan ini

adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terh&dbapakan

Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasg tgajadi di daerah
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya abagaietindak lanjut
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angkethdk menyatakan

pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRyale tetap berpedoman

pada peraturan perundang-undangan. Dalam upayaemdmngkan hak-hak

yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka diatur puéwijiban anggota DPRD,

sebagai berikut :

a.

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-UndasgriNegara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segsdeaturan

perundang-undangan

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyeleaggar
pemerintahan daerah

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasiom& keutuhan

™ | bid.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyddeatah

e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak tlaagpirasi
masyarakat

f.Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentipiglbadi, kelompok,
dan golongan

g. Memberikan pertanggung jawaban atas tugas danj&nmyer selaku
anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral plalitis
terhadap daerah pemilihannya

h. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan samjpnji anggota
DPRD

I. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja defeyjabaga yang
terkait

c. Bentuk Hubungan Eksekutif dengan L egidatif

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yangjetaskan
bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD adalamgan kemitraan dan
berkedudukan sama, yang bermakna bahwa antaraipshelaerah dan DPRD
adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kehijataerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungshgrmasing sehingga
antara kedua lembaga tersebut dapat membangun darbkerja yang sifatnya
saling mendukung.

DPRD maupun pemerintah daerah dibawah pimpinan tBigmalah
intitusi yang hasilkan oleh, dari, dan untuk rakyeglalui mekanisme kedaulatan
rakyat. Dan kedua lembaga ini sama-sama mengembwmah rakyat dan
bertanggung jawab kepada rakyat.

Menurut Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. terpadat tigentuk hubungan antara
Eksekutif dengan Legislatif yang secara realiséipat dikembangkan, yait(r:

1. Bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi.

2. Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, programalahasdan

5. Kaloh,Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalaemjdwab Kebutuhan
Local Dan Tantangan GlobafEdisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2007., 3.
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pengembangan regulasi.
3. Klarifikasi atas berbagai permasalahan.
Selanjutnya bentuk hubungan antara Eksekutif dehggislatif menurut
pendapat Dr. J. Kaloh terbagi atas 3 yaftu:
1. Bentuk hubungan secara positif
Hal ini terjadi apabila baik Eksekutif maupun Légig memiliki visi
yang sama dalam menjalankan pemerintahan yang jumartwntuk
kemaslahatan daerah itu sendiri.
2. Bentuk hubungan konflik
Terjadi apabila Eksekutif dengan Legislatif salingrtentangan dalam
visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuamatiaeSering pula
disebabkan faktor kepentingan.
3. Bentuk searah negatif
Hal ini terjadi apabila baik Eksekutif maupun Ldgig berkolaborasi
dalam melakukan hal-hal yang dapat merugikan datkaahmasyarakat.
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sesuai yang dijelaskan dalam Permendagri No. 3nt&012 pasal 1
ayat 1 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagaf selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan rpeate daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah ldaera DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. Selanjutnya dalam pasat2l Kepmendagri No. 29
tahun 2002 dinyatakan bahwa “Struktur APBD merupagatu kesatuan yang

terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja DaerahPaanbiayaan”.

8 |bid., him. 264.
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Menurut D. J. Mamesah, berdasarkan istilah-isti@tsebut diuraikan

menjadi ’

1

2.

. Anggaran atauestimatemempunyai makna penentuan, patokan atau

penetapan banyaknya uang

membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumbeerpeaan dalam
hal ini untuk daerah dikenal dengan pendapatan desrah (PAD)

berupa pajak, retribusi dan lain-lain, bagi hasijag/bukan pajak serta
sumbangan (berupa ganjaran dan subsidi) dan babardnan

pembangunan.

. Belanja atau government expenditure atau pengelysrageluaran

pemerintah. Dimaksudkan bahwa pemerintah dalamnhgemerintah
daerah dalam melaksanakan tugas atau fungsinyaneaerlukan dan
melakukan pengeluaran, sedangkan tindakan-tindgkag berakibat
untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukarbsumaya ekonomi
antara lain berupa atau dinyatakan dengan pengguunaag. Uang
tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belpafabangunan.

. Daerah yang dimaksud adalah daerah otonom yaitanblaskum publik

dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaatam
menjalankan pemerintahan di daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yangi diekagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode talamggaran yang

bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan hdaeeaurut Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahja@ity antara
lain adalah bagian laba dari BUMD dan hasil kegana dengan
pihak ketiga

d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerabadipajak dan
retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil pémjuaset daerah

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber daBNARang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutdharah dalam
pelaksanaan desentralisasi, Dana perimbangan ietaag
a. Dana bagi hasil
Bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajad ganaksud
dalam hal ini terdiri dari :

207.

"' D.J. MamesahSistem Administrasi Keuangan Daer&@ramedia, Jakarta, 1995., him.

Pendapatan ataincome atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk
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-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
-Pajak Penghasilan (PPh)

b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dialokasikan berdasarkan persentase tertentu damdgpatan
dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAtk suatu
daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertenty yaanekankan
pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaraganden
penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana forndala
perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang arsamabkrasal dari
dana hibah atau dana darurat dari pemerintah

Pasal 167 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengatuvd belanja
daerah diprioritaskan untuk melindungi dan menitigka kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daeahniHliwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikaryepéran fasilitas pelayanan
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum \laggk, serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Belanja daerah terdiri éaypat bagian, yaity®

1. Belanja aparatur, disediakan untuk menganggarkamlgp@an yang
hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langdimkmati oleh
masyarakat.

2. Belanja publik, disediakan untuk menganggarkan aeadn yang
hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung nafitiik oleh
masyarakat.

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, vyaitu njzelayang
dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria tidakerima secara
langsung barang dan jasa seperti lazimnya yaragietplam transaksi
jual beli, tidak mengharapkan diterima kembali padat yang akan
datang sebagaimana lazimnya status piutang, tidakgharapkan
adanya hasil sebagaimana lazimnya suatu penyertazdal atau
investasi.

4. Belanja tidak tersangka, yaitu belanja untuk kegiayang sifatnya
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang sepemicdna alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No.32 tahun 2004askian bahwa

“Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlayaibkembali dan/atau

"8lihat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaerBh.
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pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tamggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. K&nudalam ketentuan

umum (pasal 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nor@®r Tahun 2002

dijelaskan bahwa “Pembiayaan adalah transaksi kmuandaerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapdterah dan belanja
daerah”.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, terutagbgakan negara,
bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudahiniH#isebabkan karena
terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan pangengaruh terhadap proses
pembuatan kebijakan negara tersebut. Membahasn¢em@rumusan masalah
kebijakan negara, maka akan memasukkan masalajakabinegara ke dalam
agenda pemerintah, sedangkan untuk perumusan useltigjakan negara maka
proses yang dilakukan adalah legitimasi kebijakegana, pelaksanaan kebijakan
negara, dan penilaian kebijakan negara. Ini biasatigebut dengan langkah-
langkah perumusan kebijakan negara.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Willian Duradalah sebagai
berikut :

1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yarggtsstrategis
dalam relitas kebijakan publik. Dalam proses inilalemiliki ruang
untuk memaknai apa yang disebut sebagai masaldik pialn prioritas
dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah bsuhasil
mendapatkan status sebagai masalah publik, danapatken prioritas
dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak npatkin alokasi
sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

2. Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakanck@mdibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tdefidisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaike®amn masalah

tersebut berasal dari berbagai alternatif atatgoilikebijakan yang ada.
Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah urdskkndalam
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agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakasingrmasing
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagaiijedédan yang diambil
untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisaalam proses
dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dadalstu masyarakat
diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akangiketi arahan
pemerintah. Namun warga negara harus percaya bdmaakan
pemerintah yang sah. Mendukung dukungan untuk reznderung
berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baikaedap tindakan
pemerintah yang membantu anggota mentolerir petaban disonasi.
Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simBwohbol tertentu.
Dimana melalui proses ini orang belajar untuk méndg pemerintah.

4. Penilaian / Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakargaekeagiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yangnaakup
substansi, implementasi, dan dampak. Dalam haki@|uasi evaluasi
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Aatingvaluasi
kebijakan tidak hanya pada tahap akhir saja, maainlilakukan dalam
seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evalkebijakan bisa
meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakaogram-
program yang diusulkan untuk menyelesaikan mas&elbijakan,
implementasi, maupu tahap dampak kebijakan.

Penyusunan APBD diawali dengan penyusunan dokuneeenganaan.
Perencanaan ditingkat pemerintah daerah terdis atgtiga) kategori yaitu :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP&Ripakan perencanaan
pemerintah daerah untuk periode 20 tahun, Rencarab&hgunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan ip&ahedaerah untuk
periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Da@&PD) merupakan
perencanaan tahunan daerah. Setelah itu dilakudkaarmpgan aspirasi dalam hal
ini yaitu Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Peguipam) dimulai dari
tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupatemi Iesil Musrenbang tersebut
kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerjariteain Daerah (RKPD).
Sebelum penyusunan RAPBD maka terlebih dahulu ukiak penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) oleh Kepala Daerah beatian RKPD sehingga
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menjadi Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA). KemundKepala daerah
menyampaikan rancangan KUA sebagai landasan pemgusuRAPBD.
Kemudian, rancangan KUA yang telah dibahas kepakrath bersama DPRD
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutngpaisati menjadi KUA.

Berdasarkan KUA yang disepakati tersebut, pemdridéeerah dan DPRD
membahas rancangan prioritas dan plafon anggaraensara yang disampaikan
oleh kepala daerah. Prioritas dan Plafon Anggaeamestara merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yhipgrikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusRestana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD. KUA dan PPA yang telah dibakemudian disepakati
bersama dituangkan dalam nota kesepakatan yamgditangani bersama oleh
Kepala Daerah dam Pimpinan DPRD. Kemudian berdasanta kesepakatan
tersebut Kepala Daerah menerbitkan pedoman pengnsRIKA-SKPD.

Selanjutnya masing-masing kepala SKPD kemudian osemy RKA-
SKPD berdasarkan pedoman yang telah disepakati Kkghala Daerah dan
DPRD. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKdEampaikan kepada
PPKD. RKA SKPD ini selanjutnya dibahas oleh tim gaagn pemerintah daerah.
Pembahasan ini dilakukan untuk menelaah kesesaatana RKA SKPD dengan
Kebijakan Umum APBD, PPAS, dan dokumen perencalzanya.

Setelah itu RKA SKPD vyang telah disetujui kemuditnangkan dalam
dokumen RAPBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daeratudian menyusun
rancangan peraturan daerah tentang APBD berikuturdek pendukung
berdasarkan RKA SKPD yang telah ditelaah oleh tuggaran pemerintah daerah

dan disetujui tersebut. Setelah RAPBD disusun ddoelam disahkan menjadi
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APBD, DPRD dan SKPD melalui izin kepala daerah naglaggan dengar
pendapat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memyajt RAPBD di hadapan
publik sebelum benar-benar diterapkan oleh penaridberah. Setelah RAPBD
disusun, kepala daerah menyampaikan rancangamugsrataerah tentang APBD
kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen penduka.

2. Pemerintahan Daerah Istimewa Y ogyakarta

Sejarah DIY telah berjalan cukup panjang, bahkgakssebelum masa
kemerdekaan. Berawal dari Kerajaan Mataram yan@gdillua berdasarkan
Perjanjian Giyanti Palihan Nagar) pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis
Kliwon, 29 Rabiulakhir, Be 1680 tahun Jawa, wukunglir),”® hingga kini
keistimewaan DIY masih diakui dengan berlakunya ahgdUndang Nomor 13
Tahun 2012.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakarralilagang
mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Da@vadpraja, yaitu Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualdthamaerah yang
mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya serdlirjaman penjajahan
Hindia Belanda disebutelfbesturendéandschappefi* Baik Kasultanan maupun
Pakualaman diakui oleh Pemerintah Hindia Belantiaga kerajaan dengan hak

mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatdlkéam kontrak politik.

" Sebenarnya Keistimewaan sudah sejak zaman Hindlan8a diberikan dan/atau
dilestarikan di DIY. Ensiklopedi Kraton YogyakartaDinas Kebudayaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Yogyakarta, 2009., him 294.

8 http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakapdf, (Terakhir diakses, 29
Februari 2015).

8 http://www.pendidikan-diy.go.id, (Terakhir diaks@8 Februari 2015).
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Terakhir Kontrak Politik Kasultanan tercantum dal8@taatsbladl941 No.
47 dan Kontrak Politik Pakualaman dal@teatsblad1941 No. 5772 Setelah
Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku BuwwwikX dan Sri Paku
Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa 8&eKasultanan
Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagiamaya¥l Negara RI,
bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakaagaelDIlY. Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagapidla Daerah dan Wakil
Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepadadEreRI. Hal tersebut
dinyatakan dalarfi’
1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku BuwonddX Sri Paku Alam
VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2.  Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Ama&datPaku Alam
VIl tertanggal 5 September 1945 (dibuat secangigah); dan

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan SrkiP&lam VIl
tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat bersama dalamnsskah).

Pada awal tahun 1946, karena kondisi Jakarta adadn, ibukota negara
dipindahkan ke Yogyakarta. Salah satu alasan ifemgd Yogyakarta adalah
karena pada tanggal 5 September 1945 KesultanaRalaralaman bermaklumat
seluruh rakyat Yogyakarta setia kepada negara. rituioza W.P, mengatakan,
“Dari maklumat tersebut jelas bahwa para pemimpam dakyat Yogyakarta
adalah republiken®® dan dua kerajaan itu terintegrasi dalam RI. Dulkmng
terhadap RI yang dilakukan kedua tokoh Yogyakaitaadalah pertama kali

dilakukan penguasa lokal di Indonesfa.”

%2 |bid.

8 http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yodsarta.

8 penganut ketatanegaraan yang berbentuk republik

% Bambang Sigap Sumantr§epanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan
Hamengku Buwono Xompas Media Nusantara, Jakarta, 2012., him. 175.
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Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRtas
keistimewaan suatu daerah telah ada sejak jamaerllekaan. Hal ini terlihat
dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik IndanE345 (UUD 1945) yang
menyatakan;Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dzgil kdengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengalangaundang, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratamualatem pemerintahan
negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yangitaristimewa.”

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dibentuk Undang-Undéomor 22
Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokakgenai Pemerintahan
Sendiri di Daerahdaerah yang Berhak Mengatur damgMieis Rumah Tangganya
Sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undangtetsantara lain dinyatakan,
“Daerah-daerah yang mempunyai hak, asal-usul darzadian sebelum RI
mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimdengan Undang-Undang
Pembentukan dapat ditetapkan sebagai Daerah Istinyanwg setingkat dengan
Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengktnr mengurus rumah
tangganya sendiri.”

Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur secaranumialam undang-
undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yeagdedrusus mengatur tentang
Daerah Istimewa. Dalam Pasal 18 ayat (5) undangamdersebut diatur bahwa
Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden kistirunan keluarga yang
berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yaagih menguasai
daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujui@n kesetiaan dengan
mengingat adat-istiadat di daerah itu. Lebih lamjatam ayat (6) diatur bahwa

untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang WHkipala Daerah oleh
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Presiden dengan mengingat syarat-syarat terselbam dayat (5). Berdasarkan
ketentuan-ketentuan tersebut, maka Yogyakarta mémeyarat sebagai sebuah
daerah yang bersifat istimewa. Pemerintahan yamagdad’ogyakarta telah ada
sejak jauh sebelum RI. Kasultanan Ngayogyakartairtitagtat didirikan oleh
Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan HamengkwoBo | pada tahun
1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan Blahgeran Notokusumo
(saudara Sultan Hamengku Buwono 1) yang bergetiip#&i Paku Alam | pada
tahun 1813°

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditindaklanjutenghn
pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tgnf@mbentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta. Dalam undang-undarsghiat dinyatakan bahwa
DIY setingkat dengan propinsi, meliputi Kesultanésgyakarta dan daerah Paku
Alaman. Selain mengatur tentang wilayah dan kedawdinka, undang-undang
tersebut juga mengatur tentang Dewan Perwakilaryd®dBaerah (DPRD) DIY
dan urusan rumah tangga DIY. Undang-undang ini rjiekan Yogyakarta tetap
harus menjalankan urusan-urusan rumah tangga daajikan-kewajiban lain
yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nonia&in 1950. Selain itu
Pemerintah Yogyakarta juga harus menanggung semtendipiutang yang
terjadi sebelum pembentukan DIY.

Setelah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 danddngkan pada
tanggal 4 Maret 1950, dilakukan perubahan pada kflndang Nomor 3
Tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun &5@ ditetapkan dan

diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950. Dengai@ean tersebut, terdapat

% http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyatkapdf, (Terakhir diakses, 02 Maret
2015)
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ayat baru yang mengatur tentang waktu peletakatgalanggota-anggota DPRD
DIY. Perubahan lainnya adalah mengenai hal-hal ya@ngasuk dalam urusan
rumah tangga DIY. Khusus mengenai masa jabatanbpakan kembali dilakukan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Karenayadperkembangan
ketatanegaraan, ditetapkan Undang-Undang Nomohuinfa957 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebuipakan pembaharuan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sesuaiadeNggara Kesatuan.
Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh Inglane
Berdasarkan undang-undang tersebut, keistimewaastu siDaerah
Istimewa terletak dalam kedudukan kepala daerahBggmlan dengan apa yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun813epala Daerah
Istimewa diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keamkeluarga yang berkuasa
di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masiigomesai daerahnya, dengan
Syarat-syarat tertentu. Selain itu, dalam Penjalasanum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 dinyatakan bahwa karena Kepa&dh Istimewa diangkat
oleh penguasa Pemerintah Pusat, maka:
1. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dagatitbangkan oleh DPRD;
sedangkan
2. Mengenai gaji dan segala “emolumenfénfang melekat kepada jabatan
Kepala Daerah itu, tidak ditetapkan oleh daeratséndiri, melainkan oleh
Pemerintah Pusat.
Dalam perkembangannya terdapat dua undang-undamg yeengatur

mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, yaituabgdJndang Nomor 18

Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 197dakgjtUndang Nomor

8 Dari bahasa belanda yang artinya adalah Honoratamatau (bayaran jasa).
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18 Tahun 1965 dibentuk sehubungan dengan perkemb&egatanegaraan dalam
rangka kembali kepada UUD 1945 sejak Dekrit Preskletanggal 5 Juli 1959.

Berdasarkan Pasal 88 undang-undang tersebut, DdMtagropinsi. Sifat
istimewa suatu daerah berdasarkan Pasal 18 Undadgrd Dasar 1945 yang
masih diakui, berlaku terus hingga dihapuskan. Kepaerah dan Wakil Kepala
Daerah DIY tidak terikat pada jangka waktu masatab sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (5) grdgiagiang tersebut. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak berlaku lagi seja&tapkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Femaban di Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk antamaulatuk sejauh mungkin
menyeragamkan kedudukan Pemerintah Daerah dan umhgnjamin
terselenggaranya tertib pemerintah.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangueagam undang-
undang ini diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Bageng nyata dan
bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembarmgan pembangunan
daerah dan dilaksanakan bersamasama dengan dekasiséyndang-undang ini
berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, termadbdk/. Meskipun
dimaksudkan untuk penyeragaman kedudukan PemeriBtabrah, namun
undang-undang ini tetap mengakui keistimewaan BiAl.ini dapat dilihat dalam
Pasal 91 (Aturan Peralihan) huruf b. yang berbunyi:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa yéabgrta yang
sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepalaabasrenurut
undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerahmelsi
Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogy&kayang

tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syadaty cara
pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepatadbdainnya.”
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Pasca berakhirnya Orde Baru, pengakuan legal ahsr&daan daerah
istimewa masih tetap berlaku. Pasal 122 Undang-tipdéomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatadana keistimewaan untuk
Propinsi DIY, sebagaimana dimaksud dalam UndangadgdNomor 5 Tahun
1974, adalah tetap. Lebih lanjut dalam Penjelasasalptersebut dinyatakan
bahwa pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa akaya didasarkan pada
asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangaional, sedangkan isi
keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur denganpertimbangkan
calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil b&our dengan
mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alamgyaremenuhi syarat
sesuai dengan undang-undang ini.

Berikutnya ketentuan mengenai pemerintahan daeraturd dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembkantdaerah. Dalam
konsideran “Menimbang” undang-undang ini dinyatakethwa salah satu hal
yang harus diperhatikan dalam rangka penyelenggapgsnerintahan daerah
adalah keistimewaan dan kekhususan suatu daeram dastem NKRI. Dalam
Pasal 2 ayat (8) undang-undang tersebut secarasgkdipyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintdharah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengatamgrundang. Mengenai
keistimewaan Provinsi DIY, tetap sebagaimana Undamgang sebelumnya
yaitu UU No. 22 Tahun 1999 pun mengatur, yaitu @éengetentuan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasapela undang-undang ini

(Pasal 226 ayat (2).
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Perumusan regulasi mengenai keistimewaan Provin¥ Bemakin
mendesak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaith®®

1. Pengisian jabatan gubernur yang masih melahikkartroversi karena
tidak memiliki kejelasan aturan, sehingga membuanhknstrumen
hukum baru yang jelas.

2. Pengaturan mengenai substansi keistimewaarnrbatim terumuskan
secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 TahurD lI9serta
regulasi-regulasi lain yang mengikutinya, status istkmewaan
Yogyakarta lebih pada label ketimbang substansi.

3. Perkembangan politik Indonesia pada aras nalsiraenunjukkan masih
tersendat-sendatnya proses reformasi.

Pengalaman membuktikan, Yogyakarta telah memaipkasnan strategis
sebagai sumber inspirasi bagi penguatan ke-Indmaesi Karenanya, sebuah
penegasan kembali mengenai keistimewaan Yogyakakén memfasilitasi
kembalinya peran sejarah Yogyakarta sebagai sumbpirasi untuk menjawab
persoalan-persoalan strategis bangsa, terutamatgakajt dengan masalah ke-
Indonesia-an, di mana kemajemukan sebagai berkatange mengalami
kemerosotan menjadi persoalan di berbagai daerah.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terd&edterapa alasan
untuk menjawab pertanyaan mengenai rasionalitasratevansi pemberian status
keistimewaan, yait**

1. Alasan Filosofis Pilihan sadar untuk menjadi bagian Indonesia pekan
refleksi filosofis Kasultanan, Pakualaman, dan raeslyat Yogyakarta
secara keseluruhan yang mengagungkan kebhinekatalam ke-ika-an
sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1Réistimewaan
Yogyakarta bisa menjadi solusi bagi Indonesia yalitgadapkan pada
masalah. Oleh karena itu, rumusan keistimewaan if&io\DIY harus

menjadi dasar pengokohan lebih lanjut masyarakalti-kuitural yang
mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial

8 Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimn Yogyakarta
Monograph on Politics and Government Vol. 2, No2d08 (1-122) Jurusan llmu Pemerintahan

Fisipol UGM dan Program Pascasarjana Politik Lakah Otonomi Daerah, Yogyakarta, 2008.,
him 8.

8 |pid., him. 10.
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2. Alasan Kesejarahan-Politis; DIY memiliki sefangang khas dalam dirinya
sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dariaejsurvivalitas Indonesia
sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan iki didaliki daerah
lainnya. Status keistimewaan Yogyakarta merupakBimap politik sadar
yang diambil oleh penguasa Yogyakarta, yakni SritaBuHamengku
Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dantitas politik
nasional. Hal ini penting untuk dipahami karenai d&i keorganisasian
keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebidpsuntuk menjadi
sebuah negara merdeka.

3. Alasan Yuridis; Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinowdanjeng Sultan dan
Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangera Adipatb Aaku Alam dapat
dideskripsikan sebagaiovum® hukum yang menyatakan bahwa status
Yogyakarta telah mengalami perubahan dari sebuahakZelfbesturende
Landschapperatau Daerah Swapraja menjadi sebuah daerah yasdaber
istimewa di dalam teritorial NKRI. Dalam rentangkttaantara tahun 1950
s.d. 2004 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 s.ddabgrUndang
Nomor 32 Tahun 2004) terdapat konsistensi padal lguedis yang
mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifateisa. Namun hal
tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang farskomprehensif
mengenai substansi keistimewaan sebuah daerahdikanaebuah undang-
undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang konepseh sagat
diperlukan guna memberikan jaminan hukum bagi ela&an
pemerintahan di Yogyakarta.

4. Alasan Sosio-Psikologis; Dalam beberapa puluhurtaterakhir ini,
Yogyakarta bisa dipastikan akan terus mengalamibadran sosial yang
sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak sea@i@matis
meminggirkan sentralitas Kasultanan dan Pakualaselagai sumber
rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta.ba§en besar
masyarakat tetap memandang dan mengakui Kasul@aarPakualaman
sebagai pusat Budaya Jawa dan simbol pengayom.

5. Alasan Akademis-Komparatif, Pemberian otonomgyderbeda atas satu
daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupageaktek
penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditedalam
pengalaman pengaturan politik di banyak negara.ioRaktas bagi
pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta sebagud konkret dari
kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris ndagatkan
pembenarannya.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang ardana telah
dikemukakan di atas, serta setelah melalui proaag gukup panjang, akhirnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keist@magwDaerah Istimewa

Yogyakarta (UUK DIY) disahkan oleh DPR dalam SidaRgripurna yang

% Alasan atau peristiwa yang baru dikemukakan agau lmuncul (ditemukan) dari suatu
masalah yang sedang diperkarakan atau (bukti-bakti)
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diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 20&Pbdfla dengan peraturan-
peraturan sebelumnya, undang-undang yang terdisi B bab dan 51 pasal ini
mengatur keistimewaan DIY secara lebih menyeluruh.

Dalam Pasal 1 angka 1. undang-undang ini dinyathkhmwa DIY adalah
daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalamyglenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut olalangka 2. dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan “keistimewaan” adalastikeewaan kedudukan
hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejaram dek asal-usul menurut
UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenanganewsia. Kewenangan
istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam angka 3atageewenang tambahan
tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagama ditentukan dalam
undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdafah d2asal 6 dan
Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan istimewa Dé&rada di provinsi.
Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewen dalam urusan
Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dataiang-undang tentang
pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan ydetpmkan dalam undang-
undang ini. Kew